
 
 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH  TERHADAP VAKSINASI COVID-19  

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 

TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH AL-MURSALAH 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 

 

Oleh: 

SILVIA WIDYA PRATAMA 

NIM. 1817303079 

 

 

 

 

 

 

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 

2022 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN  

Dengan ini, saya : 

Nama   : Silvia Widya Pratamaa 

NIM    : 1817303079 

Jenjang  : S-1 

Program Studi  : Hukum Tata Negara 

Fakultas  : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Kebijakan 

Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarakan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 14 Tahun 20201 Perspektif Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah” ini secara 

keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan 

orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya 

yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar 

pustaka. 

 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar 

akademik yang telah saya peroleh. 

Silvia Widya Pratama 

 NIM. 1817303079 

Purwokerto, 17 Juni 2022 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 



iii 
 



 

iv 
 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Purwokerto, 17 Juni 2022 

Hal:  Pengajuan Munaqosyah Skripsi Silvia Widya Pratama 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Syariah 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

Di Purwokerto 

 Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap 

peulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa: 

Nama : Silvia Widya Pratama 

NIM : 1817303079 

Jenjang : S-1 

Program Studi  : Hukum Tata Negara 

Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Judul : Kebijakan Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarakan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 20201 

Perspektif Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah 

 Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S.H). 

 Demikian, atas perhatianya saya ucapkan terimakasih. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Purwokerto, 17 Juni 2022 

Pembimbing 

 

 

 

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. 

NIDN. 2016088104 

 



 

v 
 

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 

TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH AL-MURSALAH 

ABSTRAK 

Silvia Widya Pratama 

NIM. 1817303079 

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia yang 

telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Segala bentuk 

kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling 

bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini 

vaksin dipilih sebagai cara yang paling ekonomis dan efektif untuk mencegah 

penyakit menular COVID-19. Sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dan 

untuk menjaga kesehatan masyarakat diperlukan percepatan pengadaan vaksin 

dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Faktanya di lingkungan masyarakat 

terdapat Pro kontra terkait pemberian vaksin di Indonesia. Hadirnya vaksinasi 

menurut pandangan hukum Islam merupakan hal yang dihalalkan. Penggunaan 

vaksin COVID-19 tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, hadirnya vaksinasi 

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia. 

Berdasarakan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan mas}lah}ah 

mursalah  mengenai vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

14 Tahun 2021. 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitiannya. Sumber data primer memanfaatkan Perpres 

Nomor 14 Tahun 2021 dan sumber data sekunder memanfaatkan peraturan 

menkes, kepmenkes sebagai pendukun. Metode pengumpulan data adalah 

dokumentasi. Metode analis data menggunakan metode deduktif. 

Penelitian ini menunjukan menghindari kemudharatan merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi 

COVID-19, dan dalam situasi saat ini kepentingan umum, kepastian hukum, lebih 

diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta penggunaan vaksin COVID-19 

yang ditinjau dari sisi kehujjahan dalam menetapkan hukum dikategorikan 

kedalam mas}lah}ah d}aru>riya>t yang menetapkan ke dalam lima unsur pokok. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 

disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di 

bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  latin. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

١ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 |Z|al Z ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Waw W We و

 Ha’ H Ha هػ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Ta’ Marb>ut}ah di akhir Kata apabila dimatikan dengan h 

Transliterasi untuk ta’ marb>ut}ah dua, yaitu: ta’ marb>ut}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fatah}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marb>ut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Contoh: 

 Ditulis Manfa’ah منفعة

 Ditulis Mas}lah}ah مصلحة

 Ditulis ‘a>mmah عامة

C. Vokal Pendek 

1) Vokal tunggal atau monoftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 Ḍammah U U اَ 
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2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ اَ   Fath}ah dan ya Ai A dan I 

 Fath}ah dan wau Iu A dan U ا وَ 

 

D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fath}ah dan alif atau ya a> a dan garis di atas ػػ اَػػ ى

 Kasrah dan ya i> i dan garis di atas ػػ ي

 D}ammah dan wau u> u dan garis di atas ػػ ػو

 

E. Kata Sandang Alif+lam 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
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 Baik itu huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung 

atau hubung. 

Contohnya: 

داسَ فَ ال  Ditulis al-Fasa>d 

 {Ditulis al-mas}alih ال م ص ل حَ 

  

F. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 Ditulis ta’muru>na ت أ م ر و فَ 

 ’Ditulis al-nau النَّوءَ 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” 

 

-Al-Insyiraah : 6 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan 

manusia, pengakuan serta perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur 

secara konstitusional dimana setiap warga negara memiliki hak atas 

kesehatan di negara tersebut. Salah satu tanggung jawab negara selain 

proteksi keamanan yaitu terpenuhinya hak atas kesehatan warga 

negaranya, dalam hal ini di Indonesia tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) 

UUD 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah.
1
 Pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur dan 

memberi perlindungan hak atas kesehatan masyarakat dengan sebaik 

mungkin. Bentuk tanggung jawab pemerintah atas hak kesehatan 

masyarakat diwujudkan dalam suatu penyediaan sarana dan prasarana 

kesehatan yang layak, serta mudah untuk diakses oleh kalangan 

masyarakat.
2
  

Dunia kesehatan saat ini sedang dihebohkan dengan salah satu 

wabah yang mengencam kesehatan hingga menelan banyak korban, pada 

akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember datangnya sebuah virus 

yang meresahkan masyarakat. World Health Organization (WHO) 

                                                           
1
Siti Nurhalimah. “COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan” Jurnal Salam , Vol.7 

No. 6, 2020, hlm. 547.  
2
 Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas 

Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” 

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol.3, 2015, hlm.3. 
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memberi nama virus ini Serve Acute Resporatory Syndrome Coronavirus-

2 (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yaitu Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19). Termasuk dalam wabah global, virus ini bermula di 

Tiongkok Wuhan hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di 

Indonesia.
 3

 

Dampak adanya dari penyebaran virus COVID-19 bukan hanya 

kesehatan saja, melainkan dari sektor ekonomi yang dipenuhi dengan 

Putus Hubungan Kerja atau PHK masal yang dilakukan beberapa 

perusahan, sektor pendidikan yang menyebabkan seluruh pelajar atau 

mahasiswa harus melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau 

tidak tatap muka. Dari dampak yang terjadi maka dari itu dalam 

menghadapi Pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia memberikan 

beberapa kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau 

PSBB, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 

kemudian yang terbaru adalah gencarnya kewajiban vaksinasi bagi seluruh 

warga negara Indonesia.  

Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat 

masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan 

penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang 

paling ekonomis dan efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-

19. Vaksin ditinjau secara bahasa berasal dari bakteri Variolae vaccinae 

yang pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1798 guna dapat 

                                                           
3
 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19” Jurnal 

JIUBJ Vol. 20.  No. 2, 2020, hlm.706.   
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mencegah dampak dari snallpox atau cacar pada manusia. Kata vaksin 

digunakan seluruh preparasi biologi dan produksi material menggunakan 

mahkluk hidup yang meningkatakan imunitas dan melawan penyakit, 

mencegah, atau perawatan penyakit. Vaksin digunakan dengan cara 

dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam bentuk cairan baik melalui 

injeksi, oral, maupun rute instranasal. Vaksin terdiri dari mikroorganisme 

yang menjadi peyebab penyakit maupun beberapa yang ada pada 

mikroorganisme seperti DNA atau RNA. Pembuatan vaksin dari 

organisme hidup yang dilemahkan dan dapat dibuat pengolahan dibawah 

kondisi sub-optimal atau attenuation process maupun modifikasi genetic 

yang memiliki kemampuan untuk mereduksi terdeaktivasi melalui proses 

kimia, termal, dan proses lainnya. Vaksin dari komponen mikroorganisme 

yang menjadi penyebab penyakit seperti protein spesifik, polisakarida, 

atau asam nukleat. Vaksin juga dibuat dengan konjugasi polisakarida 

terhadap protein yang daapat meningkatkan efektivitas vaskin 

polisakarida.
4
  

Sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dan untuk menjaga 

kesehatan masyarakat diperlukan percepatan pengadaan vaksin dan 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan 

kebutuhan yang di tetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

                                                           
4
 Syamidzar Syamaidzar, “Review Vaksin COVID-19”, Universitas Indonesia, 2020, 

hlm.1. 
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dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). Perpres yang ditetapkan sebagai dasar hukum tentang 

pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta bentuk komitmen 

pemerintah untuk melangsungkan percepatan dan pengadaan vaksin bagi 

masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan 

bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke 34 (tiga 

puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 (tujuh) Januari 2021.
 5

  

Sedangkan rencana pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan minggu kedua 

Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau 

Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan 

Makanan). Tapi faktanya di lingkungan masyarakat terdapat Pro kontra 

terkait pemberian vaksin di Indonesia, sejumlah pihak mempertanyakan 

apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. 

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian kewajiban 

seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun 

sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan 

bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Selain itu masyarakat juga 

mempertanyakan efikasi diri dan efektivitas dari vaksin COVID-19 

tersebut dengan alasan seperti tidak efektif, isu konspirasi yang 

menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalanya. Akibatnya 

sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan 

                                                           
5
 Armanto Makmun dkk, “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19” Jurnal 

Molucca Medica Vol. 13. No. 2, 2020, hlm. 55.  
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dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus 

menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum 

sebagai bentuk penanggulangan untuk masyarakat dari wabah COVID-

19.
6
 

Dengan penyebaran vaksin yang belum menyeluruh di Indonesia, 

pandemi COVID-19 malah semakin meresahkan dengan hadirnyaa virus 

varian baru. Sebagai bentuk upaya pencegahan serta ketegasan yang 

dilakukan oleh pemerintah, dengan membuat perubahan peraturan 

presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini dengan harapan 

pemerintah vaksin di masyarakat Indonesia semakin merata, yang 

sebelumnya menolak dengan diadakannya vaksin dan melakukan 

vaksinasi COVID-19. Karena dengan hadirnya varian COVID-19 baru 

tentunya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk dari sebelumnya 

untuk masyarakat. Dalam perubahan peraturan presiden tersebut tentu 

mengatur sanksi administratif bagi masyarakat yang melanggar atau yang 

enggan melakukan vaksin, sehingga masyarakat dapat tertib dan 

melangsungkan vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. 

                                                           
6
 Farina Gandryani, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban 

Warga Negara” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10. No. 1, 2021, hlm. 25. 
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Hukum Islam sumber utamanya berasal dari Al-Qur’an dan hadits. 

Sebagai sumber utama, Al-Qur’an yang telah meletkan prinsip-prinsip 

hukum Islam, salah satunya yang dominan adalah mas}lah}ah . Hukum 

Islam merupakan terjemahan dari al-fiqh al Islam.
7
 Semua hukum Al-

Qur’an dan hadits diperuntukan bagi kepentingan perbaikan kehidupan 

manusia, baik mengenai jiwa, akal, keturnan, agama,dan harta benda. 

Segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap lima unsur 

pokok kehiudpan manusia tersebut merupakan mas}lah}ah dan segala yang 

menghancurkan kelima unsur pokok tersebut adalah bahaya dan 

mengandung mudharat. Secara bahasa mas}lah}ah berarti manfaat, yaitu 

sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata yang diambil dari kata 

shalaha yang berarti baik. Menurut asalnya mas}lah}ah itu berarti 

mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat (kerusakan). 

Hakekatnya dari mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syara’ dalam 

menetapkan hukum.
8
 

Dalam Islam pencegahan wabah COVID-19 dituliskan dalam 

hadits yang diriwayatkan yaitu: “Jika kamu mendengar wabah di suatu 

wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di 

tempat kamu berada, maka jangan tingalkan tempat itu” (HR Bukhari).
9
 

Dari hadis tersebut bermaksud bahwa adanya kebijakan pemerintah berupa 

                                                           
7
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-

3,1998), hlm.3. 
8
 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mas}lah}ah Al- Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats,2017), hlm. 140. 
9
 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Pandangan Islam” 

Jurnal Salam, Vol. 7. No. 6, 2020, hlm 561.   
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PSBB dan PPKM selaras dengan hadist yaitu dengan melakukan social 

distancing atau menjaga jarak terhadap wabah di lingkungan tersebut, hal 

tersebut untuk menghindari penularan yang terjadi bagi diri kita maupun 

lingkungan keluarga. Agama Islam merupakan agama yang tidak kaku 

terhadap pemeluknya. Hadirnya vaksinasi menurut pandangan hukum 

Islam merupakan hal yang dihalalkan. Meskipun penggunaan vaksin 

COVID-19 tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, akan tetapi hal 

tersebut mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan 

mudharat dari manusia. Manusia senantiasa menginginkan manfaat dan 

kebaikan, dalam hal ini vaksinasi merupakan hal yang bermanfaat atau 

berfaedah tetapi tida disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam 

nash. Dengan demikian adanya peraturan pemerintah tentang pengadaan 

vaksinasi COVID-19 akan menjadi menarik jika dikaji dengan teori 

mas}lah}ah mursalah yang menjaddi salah satu acuan dalam hukum Islam.
10

 

Untuk itu dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul:  

“KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 

TAHUN 2021 PERSPEKTIF Al-MAS}LAH}AH Al-MURSALAH” 

B. Definisi Operasional 

Guna menghindari adanya kesalahan penafsiran maka dalam 

penelitian ini penulis memendang perlu adanya penjelasan mengenai fokus 

apa saja yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:  

                                                           
10

 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.60. 
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1. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan 

untuk publik dalam pengertian seluas-luasnya (negara, masyarakat 

dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik secara 

langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin dalam berbagai 

dimensi kehidupan publik.
11

 Menurut Mc.Rae dan Wilde kebijakan 

pemerintah sebagai “Serangkaian tindakan yang dipilih oleh 

pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah 

besar orang". Definisi ini mengimplikasikan bahwa kebijakan 

pemerintah terdiri dari berbagai serangkaian kegiatan dan pilihan 

pemerintah dan akan berdampak pada orang banyak. Pada penelitian 

ini, kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi COVID-19 berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 berfokus pada sanksi yang 

terdapat dalam pasal 13A ayat (4) dan pasal 13B yang bermaksud 

untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

vaksinasi COVID-19. 

2. Vaksinasi COVID-19 

Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah 

Indonesia dalam menangani masalah COVID-19 yang bertujuan untuk 

menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat 

dapat menjalankan aktivitas kesehariannya dengan produktif. Kegiatan 

                                                           
11

 Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan pemerintah  (Bandung : Refika Aditama, 2012), 

hlm.3. 
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vaksinasi diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang memiliki 

mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar COVID-19.
12

 

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 

Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 

Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang merupakan 

global pandemic pemerintah memerlukan percepatan dan kepastian 

pengadaan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk penanggulangan untuk 

menjaga kesehatan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 yang merupakan perubahan yang bertujuan memperbaharui 

setelah fenomena pasca vaksinasi dilakukan, terdapat pasal-pasal yang 

telah dihapus dan ditambahkan untuk menanggulangi hal-hal yang 

tidak diinginkan menjadi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat 

Indonesia. 
13

 

4. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal 

luas di dalam studi ushul fiqh. Mas}lah}ah mursalah sebuah istinba>t} 

hukum yang telah dipraktekan sejak masa yang paling awal, baik oleh 

para sahabat maupun oleh imam madzhab. Konsep mas}lah}ah 

                                                           
12

 Fitriani Pramita Gurning, “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan 

Tahun 2020” Jurnal Kesehatan, Vol.10. No.1, Februari 2020, hlm. 43. 
13

 Peraturan Persiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden 

Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi COVID-19 
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dikembangkan oleh beberapa ahli-ahli ushul fiqh. Mas}lah}ah mursalah 

yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara’ dan tidak 

pula dibatalkan oleh syara’ melalui dalil yang rinci dan tidak terlepas 

dari dalil yang mengesahkan atau membatalkan.
14

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis 

merumuskan latar belakang permasalahan yaitu: 

Bagaimana tinjauan mas}lah}ah musalah  mengenai vaksinasi COVID-

19 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang ada 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah,yaitu:  

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap kebijakan 

vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, serta dapat 

membuka wawasan kepada masyarakat luas khususnya pengetahuan 

tentang kebijakan vaksinasi COVID-19 yang ditinjau dalam 

perspektif mas}lah}ah mursalah. 

                                                           
14

 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm.2.  
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b. Secara praktis, diharapakan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

sebagai bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang relevan 

dengan tema penelitian ini khususnya vaksinasi COVID-19 

perspektif mas}lah}ah mursalah, dan sebagai bentuk tugas akhir 

mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian dengan judul ini, penulis bukanlah orang pertama 

yang telah melakukan penelitian, melainkan ada beberapa penelitian 

sebelumnya. Maka dari beberapa penelitian terdahulu ada yang dijadikan 

sebagai bahan rujukanserta kesinambungan dengan penelitian yang 

terdahulu diantaranya yaitu : 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Fatimah Saktiana yang 

berjudul “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa 

MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella 

Untuk Imunitas” skripsi ini berisi tentang Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin 

MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Institut of India) untuk 

imunsisasi. Komisi Fatwa MUI pusat menyatakan bahwa hukum asal 

penggunaan vaksin tersebut dalah haram, karena di dalam prosesnya 

mengandung zat yang berasal dari babi. Akan tetapi karena kondisi 

keterpaksaan (D}arura>t Syariyya>h), belum ditemukan vaksin yang halal,dan 
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ada keterangan dari ahli yang kompeten tentang bahaya yang ditimbulkan, 

maka MUI membolehkan (mubah) penggunaan vaksin tersebut.
15

  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Berri Parma yang berjudul 

“Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease(COVID-19) Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 

Tahun 2020” skripsi ini berisi kebijakan vaksinasi COVID-19 yang 

dilakukan secara massal masih belum bisa menganggulangi wabah 

COVID-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah wujud sebuah 

komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran yang terus 

mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan 

bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah 

penanggulangan dengan konsep yang matang dan terencana.
16

  

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ika Devi Ratnasari yang berjudul 

“Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi 

Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI” skripsi ini berisi bahwa 

wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji di Indonesia karena dampak 

yang disebabkan oleh meningitis penyakit berbahaya dan menular 

berakibat kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Dengan 

demikian, MUI mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin menginitis 

bagi jamaah haji. Yang dimana pada saat itu vaksin yang digunakan adalah 

                                                           
15

 Eka Fatimah Saktiana,Skripsi: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap 

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunitas 

(Jambi: UIN Sultan Jambi, 2021), hlm.54. 
16

 Berri Parma, Skripsi: Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease (COVID-19) 

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 

(Pekanbaru: UIN SUSKA, 2021), hlm.70. 
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vaksin meningitis yang mengandung enzim dari pankreas babi dan gliserol 

dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis 

lain. Dengan mnegutamakan kemaslahatan yang ada dalam keharusan 

vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah (kerusakan/bahaya) dari 

jamaah haji.
17

 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Idil Akbar yang berjudul 

“Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Persepektif Ekonomi 

Politik”. Penelitian ini berisi perspektif ekonomi politik didalam 

memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi 

COVID-19 dengan menjalin kontrak pembelian vaksin COVID-19 dengan 

tiga produsen RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Dengan 

harapan wabah segera tertangani dan memulihkan warga dan ekonomi 

negara.
18

 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi , yang berjudul 

“Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas 

Perspektif Maqa>sid Al-Syariah”. Jurnal ini berisi tentang pembukitan 

bahwa vaksin meningitis ini dibuat karena suatu kemaslahatan yang baik 

untuk mencegah dari sebuah kerusakan atau bahaya yang terjadi kepada 

                                                           
17

 Ika Devi Ratnasari, Skripsi: Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Vaksin Meningitis 

Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 

hlm.59. 
18

 Idil Akbar, “Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik”. 

Jurnal Academia Praja,Vol. 4. No.1, Februari,2021, hlm. 244. 
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setiap individu agar terpelihara diri, tidak menularkan ke orang lain 

berdasarkan pendekatan pemeliharaan keturunan lingkungan.
19

   

No. 
Nama Penulis dan 

Judul 
Persamaan Perbedaan 

1. Eka Fatimah Saktiana, 

Konsep Darurat 

Dalam Hukum Islam: 

Kajian Terhadap 

Fatwa MUI Nomor 33 

Tahun 2018 Tentang 

Penggunaan Vaksin 

Measles Rubella 

Untuk Imunitas 

Skripsi yang ditulis 

oleh penulis 

mempunyai 

persamaan dengan 

skripsi sebelumnya 

yaitu tentang 

penggunaan vaksin 

untuk menjaga 

kekebalan manusia 

Skripsi yang akan 

ditulis dengan 

skripsi sebelumnya 

mempunyai 

perbedaan yang 

sangat signifikan, 

yaitu skripsi 

sebelumnya meneliti 

tentang Vaksin 

Measles Rubella 

untuk imunitas 

sedangakan skripsi 

yang akan ditulis 

tentang Vaksinasi 

COVID-19 untuk 

penanggulanagan 

penularan Pandemi 

 

                                                           
19

 Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin: antar Legalitas dan Formalitas 

Perspektif Maqashid Al-Syariah”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,Vol. 11. 

No. 2, Desember, 2020, hlm.217. 
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2. Berri Parma, 

Kebijakan Vaksinasi 

Massal Corona Virus 

Disease (COVID-19) 

Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah: Analisis 

Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 99 

Tahun 2020 

Skripsi yang ditulis 

oleh penulis 

mempunyai 

persamaan dengan 

penulis sebelumya, 

yaitu kebijakan 

vaksinasi covid-19 

berdasarkan 

Peraturan Presiden 

Skripsi yang akan 

ditulis dengan 

skripsi sebelumnya 

mempunyai 

perbedaan, yaitu 

skripsi sebelumnya 

meneliti vaksinasi 

COVID-19 

perspektif fiqh 

siyasah berdasarkan 

Perpres No.99 Tahun 

2020, sedangkan 

skripsi yang akan 

ditulis menggunakan 

Perpres No. 14 

Tahun 2021 

perspektif Mas}lah}ah 

Mursalah 

3. Ika Devi Ratnasari, 

Tinjauan Mas}lah}ah 

Mursalah Terhadap 

Vaksinasi Meningitis 

Bagi Jamaah Haji 

Skripsi yang akan 

ditulis oleh penulis 

mempunyai 

persamaan dengan 

penulis 

Skripsi yang akan 

ditulis dengan 

skripsi sebelumnya 

mempunyai 

perbedaan, yaitu 
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Indonesia Dalam 

Fatwa MUI 

sebelumnya, yaitu 

tentang 

penggunaan vaksin 

bagi masyarakat 

skripsi sebelumnya 

meneliti tentang 

penggunaan vaksin 

meningits bagi 

jamaah haji dalam 

Fatwa MUI, 

sedangkan skripsi 

yang akan ditulis 

tentang penggunaan 

Vaksin COVID-19 

untuk masyarakat 

Indonesia yang 

berdasakan Perpres 

No. 14 Tahun 2021 

4. Idil Akbar, Vaksinasi 

COVID-19 dan 

Kebijakan Negara 

Perspektif Ekonomi 

Politik 

Skripsi yang akan 

ditulis oleh penulis 

mempunyai 

persamaan dengan 

penulis 

sebelumnya, yaitu 

tentang kebijakan 

terhadap 

pemerintah dalam 

Jurnal yang ditulis 

oleh Idil Akbar 

membahas tentang 

kebijakan negara 

dalam pelaksaan 

vaksinasi COVID-19 

perspektif ekonomi 

politik, sedangkan 

skripsi yang akan 
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pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-

19 

ditulis tentang 

kebijakan Vaksinasi 

COVID-19 

berdasarkan Perpres 

No. 14 Tahun 2021 

perspektif Mas}lah}ah 

Mursalah 

5. Anwar Hafidzi, 

Kewajiban 

Penggunaan Vaksin: 

Antara Legalitas dan 

Formalitas Perspektif 

Maqa>shid Al-Syariah 

Skripsi yang akan 

ditulis oleh penulis 

mempunyai 

persamaan dengan 

penulis 

sebelumnya, yaitu 

tentang 

Penggunaan 

Vaksin 

Jurnal yang ditulis 

oleh Anwar Hafidzi 

membahas tentang 

Penggunaan Vaksin 

dengan perspektif 

Maqashid Al-

Syariah sedangkan 

yang akan ditulis 

tentang penggunaan 

vaksin perspektif 

Mas}lah}ah Mursalah 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistemaltikal pembalhalsaln merupalkaln keralngkal dalri skripsi yalng 

memberikaln petunjuk mengenali pokok permalsallalhaln yalng alkaln 
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dibalhals,malkal penulis menguralikaln secalral mendallalm pembalgialn balb, 

berikut urutaln dallalm pembalhalsalnnyal yalitu:  

Balb I Pendalhulualn. Dallalm balb ini penulis alkaln memalpalrkaln laltalr 

belalkalng malsallalh, definisi operalsionall, rumusaln malsallalh, tujualn daln 

malnfalalt penelitialn, kaljialn pustalkal, daln sistemaltikal penulisaln. 

Balb II Teori. Dallalm balb ini berisi tentalng teori tentalng Valksinalsi 

COVID-19, Perpres Nomor 14 talhun 2021 perubalhaln altals Perpres Nomor 

99 Talhun 2020, valksinalsi COVID-19 ,Teori mas}lah}ah mursallalh. 

Balb III Metode Penelitialn. Dallalm balb ini berisi tentalng 

pembalhalsaln mengenali metode penelitialn yalng digunalkaln dalri jenis 

penelitialn, sumber daltal, metode pengumpulaln daltal, daln metode alnallisis 

daltal. 

Balb IV Halsil Penelitialn daln Pembalhalsaln. Balb ini berisi tentalng 

halsil daln pembalhalsaln penelitialn yalng meliputi: kebijalkaln valksinalsi 

COVID-19 menurut Perpres Nomor 14 Talhun 2021 Tentalng Pengaldalaln 

Valksin daln pelalksalnalaln Valksinalsi dallalm Ralngkal Penalnggulalngaln 

Palndemi COVID-19. Alnallisis valksinalsi  COVID-19 menurut mas}lah}ah 

mursallalh. 

Balb V Penutup. Balb ini merupalkaln penutup skripsi ini yalng berisi 

kesimpulaln daln salraln-salraln. Balgialn alkhir meliputi dalftalr pustalkal, 

lalmpiraln-lalmpiraln daln daltalr riwalyalt hidup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Vaksinasi COVID-19 

1. Pengertian Vaksinasi COVID-19 

Berdalsalrkaln Peralturaln Menteri Kesehaltaln Republik Indonesial 

Nomor 10 Talhun 2021 tentalng Pelalksalnalaln Valksinalsi Dallalm Ralngkal 

Penalnggulalngaln Palndemi Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19), 

valksin aldallalh produk biologi yalng berisi alntigen berupal 

mikroorgalnisme yalng sudalh malti altalu malsih hidup daln yalng 

dilemalhkaln,malsih utuh altalu balgialnnyal, altalu berupal toksin 

mikroorgalnisme yalng telalh diolalh menjaldi toksoid altalu protein 

rekombinalsi, yalng ditalmbalhkaln dengaln zalt lalinnyal, daln alpalbilal 

diberikaln kepaldal seseoralng alkaln menimbulkaln kekeballaln ya lng secalral 

alktif terhaldalp penyalkit tertentu.
20

 

Valksinalsi aldallalh pemberialn valksin yalng dalpalt meralngsalng 

pembentukaln imunitals (alntibodi) sistem kekeballaln dallalm tubuh. 

Valksinalsi merupalkaln upalyal untuk memberikaln kekeballaln spesifik 

terhaldalp sualtu penyalkit tertentu sehinggal jikal sualtu salalt terpalpalr 

penyalkit tersebut, malkal halnyal alkaln mengallalmi gejallal ringaln. Dengaln 

prosedur valksinalsi yalng dihalralpkaln alkaln memperoleh kekeballaln yalng 

optimall dengaln calral penyuntikaln yalng almaln. Sebenalrnyal, kekeballaln 
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 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021  Tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
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tubuh terhaldalp sualtu penyalkit bisal terbentuk secalral allalmi salalt 

seseoralng terinfeksi sualtu virus altalu balkteri penyebalbnyal. 

World Heallth Orgalnizaltion (WHO) telalh menyaltalkaln 

COVID-19 sebalgali Globall Palndemic daln pemeirntalh telalh mentalpkaln  

kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt terhaldalp Coronal Virus Disealse 

2019  (COVID-19). Indonesial telalh melallui Keputusaln Presiden 

Nomor 11 talhun 2020 tentalng Penetalpaln Kedalruraltaln Kesehaltaln 

Malsya lralkalt  Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19).
21

 Coronal Virus 

Disealse aldallalh virus RNAl dengaln ukuraln palrtikel 120-160nm. Virus 

ini utalmalnyal menginfeksi hewaln, termalsuk dialntalralnya l aldallalh 

kelelalwalr daln untal. Terdalpalt enalm jenis coronalvirus yalng dalpalt 

menginfeksi malnusial,yaitu allphalcoronalvirus 229E, allphalcoronalvirus 

NL63, betalcoronalvirus OC43, betalcoronalvirus HKU1, Severe alcute 

Respiraltory Syndrome Coronalvirus (MERS-Cov). Coronalvirus 

menjaldi etologi COVID-19 termalsuk dallalm genus betalcoronalvirus. 

Halsil alnallisis filogenetik yalng menunjukaln balhwal virus ini malsuk 

dalallalm subgenus yalng salmal dengaln coronalvirus, yalng menyebalbkaln 

walbalh Severe Alcute Respiraltory Illnes (SAlRS) paldal 2002-2004 silalm, 

yalitu Salrbercovirus. Paldal dalsalrnyal, Internaltionall Commitee on 

Talxonomy of Viruses mengaljukaln nalmal SAlRS-CoV2. Sekues SAlRS-

CoV2 memiliki kemiripaln dengaln coronalvirus yalng diisolalsi paldal 

kelelalwalr, sehinggal kelualrlalh hipotesis balhwal SAlRS-CoV2 beralsall 
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dalri kelelalwalr daln kemudialn bermutalsi daln menginfeksi paldal 

malnusial, malmallial daln burung yalng didugal sebalgali reservoir 

peralntalral.
22

 

Valksinalsi COVID-19 salalt palndemi ini merupalkaln upalyal 

“Public Goods” yalng dilalkukaln pemerintalh sebalgali urusaln waljib 

(Obligaltory Public Heallth Functions). Oleh sebalb itu, seluruh tentalng 

pembialyalaln valksinalsi halrus ditalnggung sepenuhnyal oleh pemerintalh 

untuk mempercepalt penurunaln palndemi yalng diperlukaln calkupaln 

imunisalsi sebesalr 70% algalr “herd immunity” segeral tercalpali. 

Valksinalsi COVID-19  yalng dilalksalnalkaln bertujualn untuk melindungi 

malsyalralkalt untuk memperkualt sistem kesehaltaln secalral menyeluruh, 

sertal menjalgal produktivitals malsyalralkalt daln dalpalt menguralngi 

dalmpalk sosiall sertal perekonomialn malsyalralkalt.
23

 Valksinalsi COVID-

19 telalh mengallalmi perjallalnaln yalng salngalt palnjalng untuk 

memalstikaln kealmalnaln daln kealmpuhaln yalng aldal melalui berbalgali 

penelitialn daln uji cobal secalral klinis. Progralm valksinalsi dialnggalp 

sebalgali kunci dallalm menghaldalpi palndemi kalrenal digunalkaln untuk 

menurunkaln alngkal mordibitals daln morallitals sertal membentuk 

kekeballaln kelompok terhaldalp virus COVID-19.
24
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2. Jenis-jenis Vaksin COVID-19 

Penetalpaln yalng terdalpalt dallalm Suralt Keputusaln Menteri 

Kesehaltaln Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 balhwal dallalm ralngkal 

pelalksalnalaln valksinalsi COVID-19 di Indonesial, Menteri Kesehaltaln 

menetpalkaln jenis valksindengaln memperhaltikaln pertimbalngaln Komite 

Pennalgalnaln COVID-19 daln pemulihaln Ekonomi Nalsionall paldal 

talnggall 3 Desember 2021 terdalpalt beberalpal jenis valksin yalng 

ditetalpkaln,yalkni:
25

 Bio Falrmal (Valksin Meralh Putih), AlstralZenecal, 

Sinophralm, Pfizer Inc alng Bio tech, Modernal, SinoValc Biotech Ltd. 

Nalmun, setelalh menelusuri updalte terkini yalng dinyaltalkaln oleh Baldaln 

Pengalwalsaln Obalt daln Malkalnaln Indonesial telalh melalkukaln evallualsi 

terhaldalp alspek kealmalnaln, khalsialt, mutu yalng berpalcu paldal stalndalr 

evallualsi valksin COVID-19,balik stalndalr nalsionall malupun 

internalsionall daln secalral resmi valksin COVID-19 yalng digunalkaln 

Indonesial bertalmbalh setelalh Baldaln Pengalwalsaln Obalt daln Malkalnaln 

(BPOM) menerbitkaln izin penggunalaln dalruralt altalu Emergency Use 

Aluthorizaltion (EUAl) balgi valksin COVID-19, untuk jenis-jenis valksin 

yalitu sebalgali berikut:  

1) SinoVAlc 

COVID-19 Valccine (Vero Cell) Inalctivalted, CoronalValc 

yalitu sebualh valksin yalng inalktivalsi COVID-19 yalng menstimulalsi 

terhaldalp kekeballaln tubuh talnpal resiko yalng menyebalbkaln 
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penya lkit. Calral kerjal valksin inalktivalsi ini setelalh bersentuhaln 

dengaln sistem kekeballaln tubuh, memproduksi alntibodi 

terstimulalsi sehinggal tubuh sialp memberikaln respons terhaldalp 

infeksi dengaln virus SAlRS-CoV-2 yalng hidup. Valksin CoronalValc 

ini mengalndung (allumunium hidroksidal), sebalgali pengualt respons 

sistem kekeballaln. Suspensi inalktivalsi berbentuk calir keseluruhaln 

mengalndung aljuvaln daln bebals pengalwet untuk disuntikaln dallalm 

kemalsaln almpul daln allalt suntik nonalutodisalbled syringe yalng 

terisi. Valksin SinoValc aldallalh valksin pertalmal di Indonesial yalng 

mendalpaltkaln izin penggunalaln dalruralt dalri BPOM. EUAl yalng 

diterbitkaln oleh BPOM paldal 11 Jalnualri 2021.
26

 Valksin ya lng telalh 

melallui uji klinis talhalp III yalng dilalkukaln di Balndung sejalk bulaln 

Algustus 2020. Sebalnyalk 1,620 relalwaln melalkukaln uji cobal suntik 

valksin yalng beralsall dalri Tiongkok untuk menalngalnaln palndemi 

COVID-19 di Indonesial. Pemberialn valksin ini mendalpaltkaln dual 

dosis, dengaln jumlalh setialp dosisnyal 0,5ml dengaln minimall 

intervall pemberialn alntalr dosis aldallalh 28 halri. Aldalpun efek 

salmping dalri penggunalaln valksin SinoValc menurut BPOM alntalral 

lalin nyeri otot, iritalsimpembengkalkaln, demalm, salkit kepallalm 

galnggualn kulit, dialre yalng terlalpor dengaln gejallal beralt halnyal 

sekitalr 0,1 salmpali 1 persen. 
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2) AstraZeneca 

Valksin AlstralZnecal aldallalh valksin vektor aldenovirus non 

replikalsi untuk COVID-19. Valksin yalng mengespresikaln gen 

protein palku SAlRS-CoV-2 yalng menginstruksi sel inalng 

bertujualn memperoduksi protein S-alntigen unik untuk SAlRS-

CoV-2, sehinggal tubuh dalpalt mengalhsilkaln respons imun daln 

menyimpaln informalsi yalng terdalpalt paldal sel imun memori. 

Valksin yalng beralsall dalri University of Oxford dengaln riset 

AlZD1222 (ChAldOxt). AlstralZenecal yalng diumumkaln sebalgali 

valksin COVID-19 dikembalngkaln dengaln calral menunjukaln 

keefektivitalsaln 62,1 persen dallalm saltu rejimen dosis. Valksin ini 

diberikaln secalral intralmuskulalr dengaln dual kalli penyntikaln. 

Setialp dosis valksin diberikaln sebesalr 0,5 persen dengn intervall 

minimall pemberialn alntalr dosis yalitu 12 minggu. Efek salmping 

valksin AlstralZenecal dikaltalkaln bersifalt ringaln daln sedalng, berikut 

efek salmping valksin AlstralZenecal: nyeri, kemeralhaln, galtall, 

pembengkalkaln, kelelalhaln, salkit kepallal, merialng, muall.
 27

 

3) Sinophram  

BPOM telalh mengelualrkaln EUAl untuk valksin COVID-19 

Sinophalrm dengaln nomor EUAl 2159000143Al2. Chinal Naltionall 
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Phalrmalceuticall Crop yalng dikenall sebalgali Sinophralm 

merupalkaln perusalhalaln falrrmalsi yalng dimiliki Chinal yalng malsih 

balru-balru ini mengklalim halmpir 1 jutal oralng telalh diinjeksi 

valksin COVID-19 yalng diproduksi dallalm ralngkalialn uji cobal 

secalral klinis, dengaln metode Inalctivalted valccine dallalm 

pengembalngaln valksin COVID-19. Berdalsalrkaln halsil evallualsi, 

dallalm pemberialn valksin sinophalrm dual dosis dengaln selalng 

walktu pemberialn 21 halri yalng menunjukaln profil kealmalnaln yalng 

dalpalt ditoleralnsi dengaln balik. Dallalm halsil uji klinis false III ya lng 

dilalkukaln oleh peneliti di Uni Emiretes Alralb (UEAl) dengaln 

jumlalh subjek sekitalr 42 ribu menunjukaln efikalsi valksin 

Sinophralm sebesalr 78 persen. Efek salmping setelalh dilalkukalnnyal 

valksin Sinophalrm yalng sering diralsalkaln aldallalh efek salmping 

lokall yalng ringaln. Dialntalralnyal sebalgali berikut: nyeri kemeralhaln 

ditempalt suntikaln, daln efek salmping yalng secalral sistemaltik 

berupal: salkit kepallal, nyeri otot, kelelalhaln, dialre, baltuk.  

4) Pfizer Inc ang BioTech 

Valksin Pfizer aldallalh valksin yalng berbalsis RNAl dutal 

(Messenger RNAl/mRNAl) untuk COVID-19. mRNAl 

mengintruksikaln dalri sel untuk memproduksi protein S-alntigen 

(balgialn dalri protein palku (spike) yalng unik bertujualn penalngalnaln 

COVID-19 untuk menstimulalsi respons kekeballaln. Pfizer 

merupalkaln perusalhalaln kesehaltaln yalng bertempalt di New York 
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Almerikal Serikalt mengumumkaln valksin yalng diproduksinyal 

efektif melindungi tubuh dalri COVID-19 hinggal 95 persen. 

Valksin yalng berisi mRNAl menggunalkaln potongaln kecil dengaln 

kode genetik COVID-19 untuk memperoduksi virus dallalm tubuh. 

Beberalpal kaljialn menunjukaln alkaln kealmalnaln valksin Pfizer ini 

dalpalt ditoleralnsi paldal semual kelompok usial. Valksin ini diberikaln 

secalral intralmuskulalr dengaln dual kalli penyuntikaln. Setialp 

penyuntikaln dosis yalng diberikaln sebesalr 0,3 ml dengaln intervall 

minimall pemberialn alntalral dosis yalitu 21-28 halri. Setialp 

penyuntikaln dosis palscal valksinalsi,sebalgialn besalr cenderung 

bersifalt ringaln. Berikut beberalpal efek salmping valksin pfizer yalng 

umum yalkni: nyeri baldaln ditempalt bekals suntikaln, kelelalhaln, 

nyeri kepallal, nyeri otot, nyeri sendi, demalm. 

5) Moderna 

Valksin COVID-19 Modernal aldallalh valksin yalng berbalsis 

RNAl dutal untuk COVID-19. Sel inalng menerimal intruksi dalri 

mRNAl yalng bertujualn mengalhsilkaln respons kekeballaln daln 

meyimpaln informalsi imun memori. Valksin ini mendalpalt EUAl 

dalri BPOM paldal Jum’alt, 2 juli 2021. Modernal dengaln nalmal riset 

m.RNAl-1273 merupalkaln jenis valksin RNAl yalng telalh 

mengaljukaln permohonaln untuk mendalpaltkaln izin penggunalaln 

dalruralt di Almerikal Serikalt daln Uni Eropal setelalh halsil lengkalp 

uji klinis hinggal talhalp alkhir yalng menunjukaln valksin itu 94,1 
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persen efektif talnpal muncul sebualh malsallalh yalng serius paldal 

kelompok usial 18-65 talhun. Sedalngkaln, efikalsi valksin modernal 

kemudialn menurun menjaldi 86,4 persen untuk usial dialtals 65 

talhun. Halsil uji klinis modernal menyaltalkaln almaln untuk 

kelompok populalsi malsyalralkalt dengaln komorbid altalu penya lkit 

balwalaln. Komorbid yalng dimalksud yalitu penyalkit palru kronis, 

jalntung, obesitals beralt, dialbetes, penyalkit lever halti, daln HIV. 

Beberalpal efek salmping yalng palling sering diralsalkaln ya lkni:nyeri 

(ditempalt suntikaln),kelelalhaln,nyeri otot, nyeri sendi, da ln pusing. 

Aldalpun gejallal yalng secalral umum muncul seperti: lemals, muall, 

salkit kepallal, menggigil, demalm. 

6) Sputnik V 

BPOM menerbitkaln EUAl untuk valksin COVID-19 Sputnik 

V paldal Selalsal, 24 Algustus 2021. Valksin Sputnik V digunalkaln 

untuk kelompok usial 18 talhun ke altals. Valksin ini diberikaln secalral 

injeksi intralmusculalr dengaln dosis 0,5ml untuk dual kalli 

penyuntikaln dallalm rentaln walktu 3 minggu. Valksin ini 

dikembalngkaln oleh The Galmalleyal Naltionall Center of 

Epidemiology daln Microbiology di Russial ini menggunalkaln 

plaltfrom Non Replicalting Virall Vector (Ald26-S daln Ald5-S). 

Efikalsi daltal uji klinis false tigal menunjukaln valksin Sputnik v 

sebesalr 91,6 persen dengaln rentalng confridence intervall 85,6 

persen-95,2 persen.  Berdalsalrkaln halsil kaljialn terhaldalp 
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kealmalnalnyal, efek salmping dalri penggunalaln valskin ini termalsuk 

dengaln tingkalt kepalralhaln ringaln altalu sedalng seperti flu yalng 

ditalndali dengaln: demalm, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, ba ldaln 

lemals, ketidalk nyalmalnaln, salkit kepallal, hipertermial altalu realksi 

lokall paldal lokalsi injeksi. 

7) Jalnssen  

Paldal talnggall 7 September 2021 BPOM mengumumka ln 

paldal EUAl terhaldalp valksin yalng diproduksi oleh Johnson & 

Johnson  yalitu Jalnssen COVID-19 Valcine. Valksin Jalnssen 

digunalkaln untuk kelompok usial 18 talhun ke altals dengaln 

pemberikaln halnyal saltu kalli suntikaln altalu halnyal dosis tunggal 

sebalnyalk 0,5ml secalral intralmusculalr. Jalnssen aldallalh jenis valksin 

yalng dikembalngkaln oleh Jalnssen Phalrmalceuticall Compalnies 

dengaln plaltform Non-Replicalting Virall Vector menggunalkaln 

vector Aldenovirus (Ald26). Berdalsalrkaln daltal interim paldal studi 

klinik false tigal paldal 28 halri setelalh pelalksalnalaln valksinalsi, efikalsi 

valksin Jalnssen untuk mencegalh semual gejallal COVID-19 sebesale 

67,2 persen.  Realksi lokall malupun sistemaltik dalri pemberialn 

valksin Jalnssen COVID-19 menunjukaln balhwal tingkalt kepalralhaln 

dalri gralde 1 daln 2. 

8) Convidecial  

Convidecial diproduksi oleh CalnSino diumumkaln bersalmal 

dengaln valksin Jalnssen yalitu paldal talnggall 7 September 2021 oleh 
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EUAl. Valksin ini merupalkaln valksin yalng dikembalngkaln oleh 

CalnSino Biologicall Inc. Daln Beijing Institute of Biotechnology 

jualg menggunalkaln plaltform Non-Replicalting Virall Vector 

menggunalkaln vector Aldenovirus (Ald5).Salmal hallnya l dengaln 

valksin Jalnssen, valksin ini digunalkaln oleh kelompok dengaln usial 

18 talhun ke altals dengaln memberikaln saltu kalli suntikaln dengaln 

dosis tunggall 0,5ml secalral intralmusculalr. Efikalsi valksin ini 

sebalgali perlindungaln paldal ssemual gejallal COVID-19 aldallalh 65,3 

persen. Sebalgali perlindungaln terhaldalp COVID-19 yalng beralt 

mencalpali efikalsi 90,1 persen. Setelalh melalkukaln kaljialn ddaln uji 

cobal, kealmalnalnnyal secalral umum dallalm pemberialn valksin 

Convidecial dalpalt ditoleralnsi dengaln balik daln dalpalt diterimal. 

Realksi lokall malupun sistemaltik dalri pemberialn valksin ini 

menunjukaln tingkalt kepalralhaln seperti hallnyal valksin Jalnssen. 

Efek setelalh pemberialn valksin ini menunjukaln realksi ringaln 

higgal sedalng, realksi lokall umum yalng terjaldi alntalral lalin yalitu: 

nyeri, kemeralhaln, daln pembengkalkaln, sertal secalral sistemaltik 

yalng umu terjaldi yalkni: salkit kepallal, ralsal lallh, nyeri otot, 

mengalntuk, muall, muntalh, demalm, dialre. 

9) Zifivak/RBD-Dimer 

Valksin zifivalx merupalkaln valksin yalng diproduksi oleh 

Chinal yalng dikembalngkaln oleh Alnhui Zhifei Longcom 

Biophalrmalceuticall Co. Ltd. daln Chinese Alcaldemy of Scienes. 
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Valksin zifivalx digunalkaln untuk usial 18 talhun ke altals. Valksin ini 

diberikn sebalnyalk tigal kalli suntikaln secalral intralmusculalr. Dosis 

yalng diberikaln paldal setialp kalli suntikaln aldallalh 25mcg (0,5ml). 

Valksin zifivalx telalh melallui talhalp uji klinis false tigal sekitalr 

28.500 subjek. Selalin Uzbekitsaln, Palkistaln,Equaldor, daln Chinal, 

Indonesial merupalkaln sallalh saltu senter dallalm pelalksalnalaln uji 

klinis talhalp tigal. Dallalm hall ini Indonesual berpalrtisipalsi dallalm 

studi klinik valksin ini sekitalr 4000 subjek uji. Aldalpun seperti 

valksin yalng lalin, valksin ini terdalpalt efek salmping setelalh 

dilalkukaln valksinalsi, efek salmping tersebut alntalral lalin: timbul 

nyeri paldal tempalt suntikaln, salkit kepallal, kelelalhaln, demalm, nyeri 

otot, baltuk, muall daln dialre.
 28

 

10) Novavax  

Valksin Novalvalx aldallalh valksin yalng menggunalkaln 

plaltform rekombinaln protein subunit glikoprotein spike protein 

dengaln valksin aldjuvalnt Maltrix-M1. Valksin ini diproduksi oleh 

Serum Institute of Indial Pvt. Ltd. Indial (SII). Menurut Kepallal 

BPOM, alspek kealmalnaln, paldal imunogenesitals daln efkalsi Valksin 

Novalvalx mengalcu paldal daltal uji klinik yalng dilalkukaln oleh 

beberalpal negalral, yalkni: Alustrallial, Almerikal Serikalt, 

Meksiko,Inggris, daln Alfrikal Selaltaln. Dallalm memalstikaln khalsialt 
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daln kealmalnaln Valksin Novalvalx telalh memenuhi persyalraltaln 

evallualsi valksin yalng diproduksi oleh Orgalnisalsi Kesehaltaln Dunial 

altalu WHO, SII jugal melalkukaln uji klinik false 2/3 di Indial. Halsil 

dalri evallualsi secalral rinci dalri alspek kealmalnaln valksin, kejaldialn 

efek salmping yalng dilalporkaln dalri uji klinik valksin Novalvalx 

umumnyal malsih bersifalt ringaln hinggal sedalng. Efek salmping 

yalng sering dilalporkaln, yalitu: nyeri lokall (23,9%-32%), 

tenderness (9,9%-11,4%), salkit kepallal (15,5%-19,9%), kelelalhaln 

(8,7%-17,9%), nyeri otot (8,5%-15,5%), demalm (3,5%-14,4%). 

Efikalsi valksin Novalvalx, dalri halsil pengalmaltaln setelalh tujuh halri 

salalt pemberialn dosis kedual paldal usial dewalsal yalitu 18talhun altalu 

lebih dengaln staltus imun negaltif (seronegaltif) berkisalr alntalral 

89,7%-90.4% paldal semual kalsus COVID-19 dengaln tingkaly 

kepalralhaln, sementalral paldal kalsus dengaln tingkalt kepalralhaln 

sedalng hinggal beralt berkisalr alntalral 86,9%-100%.
29

 

3. Pelaksanaan Valksinalsi COVID-19 

Kelompok prioritals penerimal valksin aldallalh malsyalralkalt yalng 

merupalkaln domsili di negalral Indonesial yalng berusial lebih dalri 18 

talhun. Valksin dalpalt diberikaln kepaldal kelompok prioritals penerimal 

alpalbilal telalh tersedial daltal kealmalnaln valksin yalng telalh ditalndali daln 

mendalpaltkaln persetujualn penggunalaln paldal malsal dalruralt (Emergency 
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Use Aluthorizaltion) altalu telalh terbit Nomor Izin Edalr (NIE) dalri 

BPOM.  

Berdalsalrkaln alturaln dallalm Keputusaln Menteri Kesehaltaln 

Republik Indonesial Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentalng 

Petunjuk Teknis Pelalksalnalaln Valksinalsi dallalm Ralngkal 

Penalnggulalngaln Palndemi Coronal Virus Disealse COVID-19. Dallalm 

pemberialn valksinalsi oleh pemerintalh dilalkukaln secalral bertalhalp, 

talhalpaln valksinalsi yalng dilalkukaln pemerintalh yalitu, sebalgali berikut: 

1) Tahap I (Januari 2021) 

Paldal talhalp pertalmal, salsalraln pelalksalnalaln valksinalsi 

COVID-19 alntalral lalin tenalgal kesehaltaln, alsisten tenalgal 

kesehaltaln, tenalgal penunjalngaln daln malhalsiswal yalng sedalng 

menjallalni pendidikaln profesi kedokteraln yalng bekerjal paldal 

Falsilitals Pelalyalnaln Kesehaltaln (Falsyalnkes) yalng berusial 18 talhun 

kealtals. Salsalraln paldal talhalp pertalmal berumber dalri daltal yalng 

terdalpalt dallalm Sistem Informalsi Sumber Dalyal Malnusial 

Kesehaltaln (SISDMK) altalu sumber lalin yalng berkalitaln dengaln 

salsalraln talhalp pertalmal. 

2) Tahap II (Minggu ketiga Februari 2021) 

Sasaran vaksinasi COVID-19 pada tahap 2 yaitu kelompok 

prioritas antara lain: 

a. Petugals pelalyalnaln publik yalitu Tentalral Nalsionall Indonesial 

(TNI)/Kepolisialn Negalral Republik Indonesial (POLRI) , 
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Alpalralt hukum, daln petugals pelalyalnaln publik alntalral lalin: 

petugals balndalral/pelalbuhaln/stalsiun/terminall, perbalnkaln, 

perusalhalaln listrik negalral, daln perushalaln daleralh alir minum, 

sertal petugals lalin yalng terlibalt lalngsung memberikaln 

pelalyalnaln malsyalralkalt. 

b. Kelompok lalnjut usial (>60 talhun), termalsuk malsyalralkalt usial 

lalnjut walrgal negalral alsing yalng memiliki nomor register, izin 

tinggall, Kalrtu Izin Tinggall Sementalral (KITAlS), daln nomor 

palspor. 

3) Tahap III (Juli 2021) 

Vaksinasi COVID-19 tahap 3 menyasar kepada masyrakat 

yang rentaln dalri segallal alspek geospalsiall, sosiall, daln ekonomi 

yalng berusial 18 talhun ke altals daln malsyalralkalt selalin kelompok 

prioritals yalng dilalkukaln valksinalsi talhalp I daln II.
30

 

4. Alur Valksinalsi COVID-19 

Dallalm pelalksalnalaln valksinalsi COVID-19 terdalpalt 4 (empalt) 

allur mejal berdalsalrkaln Suralt Keputusaln Direktur Jendrall Pencegalhaln 

daln Pengendallialn Penyalkit Kemenkes Nomor HK.02.02/4/1/2021 

Tentalng Petunjuk Teknis Pelalksalnalaln Valksinalsi dallalm ralngkal 

Penalnggulalngaln Palndemi Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19).
31
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1) Meja Pertama 

Paldal mejal pertalmal pendalftalraln untuk verifikalsi daltal, 

petugals alkaln memalnggil salsalraln penerimal valksinalsi untuk 

menuju mejal pertalmal sesuali dengaln nomor urut alntrialn 

kedaltalngaln. Petugals memalstikaln salsalraln nomor KTP untuk 

dilalkukaln verifikalsi sesuali dengaln talnggall pelalyalnaln valksinalsi 

yalng telalh ditentukaln. Selalnjutnya l petugals melalnjutkaln verifikalsi 

daltal yalng dilalkukaln menggunalkaln alplikalsi Pcalre Valksinalsi (paldal 

komputer/lalptop/HP) altalu secalral malnuall. 

2) Meja Kedua  

Selalnjutnyal menuju mejal dual untuk melalkukaln skrining 

alnalmnesal paldal pemeriksalaln fisik sederhalnal, sertal untuk 

melalkukaln edukalsi valksinalsi COVID-19, kemudialn petugals 

kesehaltaln melalkukaln alnalmnesal untuk melihalt kondisi kesehaltaln 

daln mengidentifikalsi kondisi penyertal (komorbid), sertal 

melalkukaln pemeriksalaln fisik sederhalnal (suhu tubuh daln tekalnaln 

dalralh) 

3) Meja Ketiga 

Paldal mejal ketigal dilalkukaln oleh valksinaltor kepaldal 

penerimal valksin. Untuk valksin multidosis petugals menuliskaln 

talnggall daln jalm dibukalnyal viall valksin dengaln pulpen/spidol/di 

lalbel paldal viall valksin. Di mejal ini valksin COVID-19 alkaln 

diberikaln secalral intral musculalr altalu melallui lengaln sebelalh kiri 
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sesuali prinsip penyuntikaln almaln. Kemudialn petugals menuliskaln 

nalmal salsalraln,NIK, nalmal valksindaln nomor baltch valksin paldal 

sebualh memo. Memo alkaln diberikaln kepaldal salsalraln untuk 

diseralhkaln kepaldal petugals di mejal 4. 

4) Meja Keempat 

Petugals menerimal memo yalng diberikaln oleh petugals dalri 

mejal 3 daln memalsukaln halsil valksinalsi yalitu jenis valksin daln 

nomor baltch valksin, alpalbilal tidalk memungjinkaln untuk menginput 

daltal lalngsung ke dallalm alplikalsi, halsil aljal pelalyalnaln alkaln dicaltalt 

dallalm formalt pencaltaltaln secalral malnuall. Petugals memberikaln 

kalrtu valksin malnuall daln/altalu elektronik, sertal penalndal kepaldal 

salsalraln yalng telalh melalksalnalkaln valksinalsi. Petugals alkaln 

memintal penerimal valksin untuk menunggu selalm 30 menit 

dirualng observalsi daln diberikaln penyuluhaln daln medial KIE 

tentalng pecegalhaln COVID-19 melallui 3M daln Valksinalsi COVID-

19. 

5. Vaksin Booster 

Kementrialn Kesehaltaln RI melallui Direktoralt Jendrall 

pencegalhaln daln pengendallialn penyalkit menerbitkaln suralt edalraln yalng 

ditujukaln kepaldal dinals kesehaltaln provinsi,kalbupalten, daln direktur 

rumalh salkit di Indonesial untuk melalksalnalkaln valksinalsi booster. Suralt 

Edalraln dengaln nomor HK.02.02/II/525/2022 tentalng Valksinalsi 

COVID-19 Dosis Lalnjutaln (Booster). Dirjen pencegalhaln daln 
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pengendallialn penyalkit dr.Malxi Rein Rondonuwu mengaltalkaln balhwal 

halsil studi yalng menunjukaln telalh terjaldi penurunaln alntobodi paldal 6 

bulaln setelalh mendalpaltkaln valksinalsi COVID-19 dosis primer 

lengkalp, sehinggal dibutuhkaln pemberialn dosis lalnjutaln altalu booster 

untuk meningkaltkaln proteksi yalng utalmalnyal paldal kelompok 

malsyalralkalt rentaln.
32

 

Valksin booster merupalkaln sallalh saltu progralm yalng dibentuk 

oleh pemerintalh sebalgali bentuk upalyal lalnjutaln dalri valksinalsi primer 

daln altalu dosis penuh balgi saltu kalli altalu dual kalli suntik dengaln 

tergalntung kepaldal jenis valksin. Valksinalsi booster merupalkaln upalyal 

untuk mengemballikaln imunitals daln proteksi secalral klinis yalng 

menurun di populalsi yalng ditemukaln berdalsalrkaln halsil sero survei. 

33
Dilalnsir paldal Medivall News Todaly, valksin booster aldallalh dosis 

valksin talmbalhaln yalng dalpalt memberi perlindungaln ekstral terhaldalp 

penyalkit. Tidalk halnyal virus COVID-19, valksin booster bisal diberikaln 

untuk beberalpal jenis virus lalin yalitu seperti flu, tetalnus, difteri, daln 

pertusis (DtalP). Valskin booster memungkinkaln sistem tubuh untuk 

mengenalli daln merespon virus penyebalb penyalkit dengaln lebih cepalt. 

Diperlukalnnyal valksin booster dikalrekalnalkaln seiring berjallalnnyal 
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walktu kekeballaln tubuh berkuralng daln kalrenal muncul aldalnyal valrialn 

virus. Valksin booster salngalt membalntu sebalb dalpalt meningkaltkaln 

balgialn dalri respons imun yalng tidalk dalpalt dihindalri oleh valrialn virus. 

Jenis valksin yalng diperbolehkaln untuk dijaldikaln booster 

alntalral lalin SinoValc,AlstralZenecal,Pfizer daln Modernal. Valksin 

SinoValc dalpalt diberikaln setelalh 6 bulaln, Valksin AlstralZenecal 

diberikaln setelalh 3 bulaln, Valksin Pfizeer berikaln setelalh 8 bulaln daln 

Valksin Modernal diberikaln setelalh 1 bulaln. Aldalpun efek salmping 

yalng diralsalkaln setelalh diberikaln valksin booster, ya lng sering 

diralsalkaln yalitu mengallalmi ralsal salkit, kemeralhaln daln bengkalk di 

tempalt suntikaln, kelelalhaln, salkit kepallal, palnals dingin, hinggal nyeri 

otot altalu sendi.
34

 

Berikut valksin COVID-19 booster yalng telalh disetujui oleh 

Baldaln POM per talnggall 12 Jalnualri 2022. Vaksin booster yang 

diperuntukan bagi usia 18 tahun ke atas yaitu sebagai berikut:
35

 

a. Valksin Sinovalc (Coronalvalc daln valksin COVID-19 Bio Falrmal) 

dalpalt menggunalkaln valksin booster dengaln jenis Sinovalc (dosis 

penuh), Pfizer (dosis setengalh), AlstralZenecal (dosis setengalh), 

Zivifalx (dosis penuh). 
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b. Valksin Pfizer dalpalt menggunalkaln valksin booster dengaln jenis 

Pfizer (dosis penuh), AlstralZenecal (dosis penuh), Modernal (dosis 

setengalh). 

c. Valksin AlstralZenecal dalpalt menggunalkaln valksin booster dengaln 

jenis Alstralzenecal (dosis penuh), Pfizer (dosis setengalh), Modernal 

(dosis setengalh). 

d. Valksin Modernal dalpalt menggunalkaln valksin booster dengaln 

halnyal jenis Modernal dengaln dosis setengalh daln termaluk jenis 

booster homolog yalitu jenis valksin booster salmal dengaln jenis 

valksin primer. 

e. Valksin Jalnssen dalpalt menggunalkaln valksin booster halnyal dengaln 

jenis Modernal dengaln dosis setengalh. 

f. Valksin Sinophralm dalpalt menggunalkaln valksin booster halnyal 

dengaln jenis Zivifalx dengaln dosis penuh, kalrenal termalsuk ke 

dallalm jenis booster heterolog,yalitu valksin booster berbedal dengaln 

valksin primer. 

B. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021  

Paldal fenomenal palndemi COVID-19 yalng malralk paldal salalt ini, Valksin 

COVID-19 merupalkaln sallalh saltu halralpaln pemerintalh untuk memutus 

penyebalraln virus COVID-19. Paldal talnggall 13 Jalnualri 2021, Indonesial telalh 

memulali untuk melalksalkaln progralm valksinalsi COVID-19 demgalm Presiden 
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Joko Widodo sebalgali pesertal penerimal pertalmal suntikaln valksin COVID-19.
36

 

Berkalitaln dengaln pengaldalaln valksin daln pelalksalnalaln valksinalsi COVID-19, 

terdalpalt dual peralturaln presiden yalng telalh terbit sebalgali lalndalsaln hukumnya l, 

yalitu: 

a) Peralturaln Presiden (Perpres) Nomor 99 Talhun 2020 Tentalng Pengaldalaln 

Valksin daln Pelalksalnalaln Valksinalsi Dallalm Ralngkal Pengalnggulalngaln 

Palndemi Coronal Virus Disealse 2019 COVID-19. Peralturaln ini 

ditalndaltalngalni oleh Presiden Joko Widodo paldal 5 Oktober 2020 daln 

diundalngkaln paldal 6 Oktober 2020. 

b) Peralturaln Presiden (Perpres) Nomor 14 Ta lhun 2021 Tentalng Perubalhaln 

altals Perpres Nomor 99 Talhun 2020. Peralturaln ini di talndal talngalni oleh 

Presiden Joko Widodo paldal 9 Februalri 2021 daln diundalngkaln paldal 10 

Februalri 2021.
37

 

Peralturaln Presiden altalu Perpres aldallalh peralturaln perundalng-

undalngaln yalng dibualt altalu disusun oleh presiden. Malteri yalng dimualt dallalm 

peralturaln presiden ini aldallalh malteri yalng diperintalhkaln oleh Undaln-undalng 

altalu jugal diperintalhkaln oleh menteri untuk menjelalskaln pelalksalnalaln 

peralturaln pemerintalh. Dallalm UUD 1945 tidalk mengaltur mengenali jenis 
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peralturaln presiden sebalgali peralturaln perundalng-undalngaln.
38

 Peralturaln 

Presiden aldallalh sallalh saltu jenis peralturaln perundalng-undalngaln ya lng beru 

ditentukaln dengaln tegals di dallalm Undalng-undalng 10/2004, daln sebelum 

kelualrnyal UU 10/2004 dallalm hirralrki PPU dikenall dengaln istilalh Keputusaln 

Presiden (Keppres) ya lng mempunyali sifalt yalng mengaltur. Setelalh kelualrnyal 

UU 10/2004, istilalh keputusaln kemudialn digalnti dengaln istilalh “Peralturaln”, 

hall ini dimalksud bertujualn untuk lebih memperjelals bentuk peralturaln alpalkalh 

yalng berupal “regelings” (pengalturaln) altalu “beschiking” (penetalpaln). Bentuk 

tersebut mempunya li sifalt yalng salngalt berbedal yalitu: jikal berbentuk 

pengalturaln malkal bersifalt deuerhalftig yalkni berlalku terus menerus, sedalngkaln 

jikal berbentuk keputusaln, malkal sifaltnyal aldallalh einmallig yalitu sekalli 

selesali.
39

 

Nalmun secalral pralktis, pembentukaln peralturaln presiden tertualng paldal 

palsall 4 alyalt (1) UUD 1945 yalng mengaltur balhwal Presiden Republik 

Indonesial aldallalh pemegalng kekualsalaln pemerintalhaln menurut Undalng-

Undalng Dalsalr. Perencalnalaln penyusunaln peralturaln presiden dilalkukaln dallalm 

sualtu progralm penyusunaln peralturaln presiden yalng memualt dalftalr judul, daln 

pokok-pokok malteri mualtaln ralncalngaln pertaluraln presiden yalng berisi malteri 

yalng di perintalhkaln oleh undalng-undalng yalng bertujualn untuk melalksalnalkaln 

peralturaln pemerintalh altalu untuk melalksalnalkaln penyelenggalralaln kekualsalaln 
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pemerintalhaln. Peralturaln Presiden dallalm penyusunalnyal ditetalpkaln dallalm 

jalngkal walktu saltu talhun.  

Dallalm penyusunaln peraturan presiden tersebut, menteri 

mengkoordinalsikaln penyelenggalralaln urusaln pemerintalhaln dalam bidalng 

hukum yalng ditetalpkaln dengaln Keputusaln Presiden. Ralncalngaln peralturaln 

presiden yalng alkaln dimalsukaln dallalm progalm penyusualnaln peralturaln 

presiden beralsall dalri kementrialn daln/ altalu lembalgal pemerintalhaln non-

kementrialn sesuali bidalng daln tugalsnyal. Dallalm kealdalaln tertentu ralncalngaln 

peralturaln presiden dibualt berdalsalrkaln kebutuhaln undalng-undalng altalu 

putusaln Malhkalmalh Algung. Pembentukaln peralturaln presiden berfungsi alntalral 

lalin mengaldalkaln pengalturaln lebih lalnjut altals almalnalt undalng-undalng, 

menyelenggalralkaln altalu melalksalnalkaln peralturaln pemerintalh, melalksalnalkaln 

penyelenggalralaln kekualsalaln pemerintalh.
40

 

Dalri dual Peralturaln Presiden yalng telalh terbit, terdalpalt calkupaln hall-

hall krusiall yalng aldal, yalkni: 

1) Pengaldalaln valksin COVID-19 termalsuk dallalm menentukaln jenis daln 

jumlalh valksin COVID-19, halrgal, sertal sialpal yalng melalkukaln pengaldalaln. 

2) Pelalksalnalaln Valksinalsi COVID-19, mulali dalri pendaltalaln daln penetalpaln 

penerimal valksin COVID-19, prioritals penerimal, prosedur, daln jaldwall 

berlalngsungnyal valksinalsi COVID-19 

3) Pendalnalaln pengaldalaln valksin COVID-19 daln pelalksalnalaln valksinalsi 

COVID-19 
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4) Dukungaln daln falsilitals kementrialn, lembalgal, daln pemerintalh daleralh.
41

 

Terdapat sejumlah perubahan, penambahan dan penghapusan sejumlah 

klausul dari Perpres Nomor 99 Talhun 2020 menjaldi Perpres Nomor 14 talhun 

2021, yaitu: 

1) Pasal 4 ayat (2) diubah dalam mengatur tentang kerjasama internasional 

yang berkaitan dengan pengadaan vaksin COVID-19.
42

 

2) Palsall 6 alyalt (4), (5) daln (6) dihalpus, yalng terkalit syalralt baldaln usalhal yalng 

dalpalt melalkukaln pengaldalaln valksinalsi.
43

 

3) Palsall 11 alyalt (1) daln alyalt (2) yalng diubalh dallalm membalhals tentalng 

situalsi force maljeure dallalm pengaldalaln valksin COVID-19 

4) Palsall 11Al daln Palsall 11B,ditalmbalh tentalng pengalmbilallihaln talnggung 

jalwalb hukum oleh pemerintalh dallalm hall pengaldalaln valksin COVID-19, 

termalsuk soall mutu daln khalsialt valksin COVID-19. Pengalmbilallihalm 

talnggung jalwalb hukum dalri penyedialaln valksin yalng berlalku halnyal 

selalmal malsal kedalruraltalm COVID-19.
44

 Nalmun, kejaldialn ikutaln palscal 

valksinalsi COVID-19 tetalp menjaldi talnggung jalwalb hukum pemerintalh, 

selalmal pemberialn valksin dilalkukaln paldal malsal kedalruraltaln COVID-19 

5) Palsall 13Al daln Palsall 13B, yalng ditalmbalhkaln tentalng pendaltalaln daln 

penetalpaln salsalraln penerimal valksin COVID-19. Tercalkup dallalm 

penalmbalhaln klalusul yalng merupalkaln salnksi balgi setialp oralng yalng telalh 
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ditetalpkaln sebalgali penerimal valksin COVID-19 tetalpi kemudialn tidalk 

mengikuti pelalksalnalaln valksinalsi COVID-19.
45

 Salnksi berupal penundalaln 

altalu penghentialn jalminaln sosiall altalu balntualn sosiall, penundalaln altalu 

penghentialn lalyalnaln aldministralsi pemerintalh, daln altalu dendal. Merujuk 

paldal Perpes Nomor 14 talhun 2021,salnksi balgi setialp oralng yalng tidalk 

menjallalnkaln valksinalsi COVID-19 setelalh ditetalpkaln sebalgali penerimal 

valksin COVID-19 jugal dalpalt merujuk paldal UU No. 4 Talhun 1984 

tentalng walbalh penyalkit menulalr.  Dallalm UU tersebut, salnksi dibalgi dual, 

yalitu balgi sialpal saljal yalng dialnggalp menghallalngi penalnggulalngaln walbalh 

sertal balgi sialpal saljal yalng dialnggalp menyebalbkaln walbalh daln yalng kedual 

dalpalt dikenalkaln salnksi berupal hukumaln penjalral daln dendal, seperti yalng 

dialtur dallalm Palsall 14 daln Palsall 15 UU Nomor 4 Talhun 1984. Balgi sialpal 

yalng dialnggalp menghallalngi, mendalpaltkaln dendal sebesalr malksimall 

Rp.500.000 daln Rp.1 jutal, dengaln alncalmaln pidalnal penjalral malksimall 

enalm bulaln hinggal saltu talhun. Daln balgi sialpal yalng dialnggalp 

menyebalbkaln walbalh, dialncalm pidalnal oleh UU No. 4 Talhun 1984 dengaln 

malksimall hukumaln penjalral malksimall saltu talhun daln sepuluh talhun sertal 

dendal malksimall Rp.1 jutal daln Rp.10 jutal. Alpalbilal pelalku aldallalh baldaln 

usalhal, ditalmbalhlaln alncalmaln berupal salnksi aldministraltif yalitu dengaln 

pencalbutaln izin.
46

 Perbedalaln malksimall hukumaln ini tergalntung dengaln 

kesengaljalaln altalu tidalk. 
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6) Palsall 15Al daln Palsall 15B, ditalmbalhkaln tentalng penalngalnaln kejaldialn 

ikutaln palscal valksinalsi COVID-19, termalsuk pemberialn kompensalsi 

alpalbilal paldal salalt kejaldialn ikutaln palscal valksinalsi menimbulkaln 

kecalcaltaln altalu meninggallnyal seseoralng alkibalt produk valksin yalng 

diterimal. 
47

 

7) Palsall 19 diubalh tentalng ualng mukal pengaldalaln valksin COVID-19.
48

 

8) Peralturaln Preisden Nomor 14 talhun 2021 mencalntumkaln ketentualn yalng 

menegalskaln saltu klalusul pengecuallialn dallalm Palsall 52 alyalt (1) huruf o 

Pepres Nomor 82 Talhun 2018, dallalm keterkalitaln valksinalsi COVID-19. 

Palsall 52 Perpres Nomor 82 Talhun 2018 mengaltur tentalng pelalyalnaln 

kesehaltaln yalng tidalk dijalmin oleh lalyalnaln jalminaln kesehaltaln menurut 

peralturaln tersebut. Alyalt (1) huruf o paldal palsall ini menyebutkaln balhwal 

dallalm pelalyalnaln kesehaltaln alkibalt bencalnal paldal malsal tenggalp dalruralt 

daln kejaldialn lualr bialsal altalu walbalh merupalkaln sallalh saltu yalng 

dikecuallikaln oleh lalyalnaln jalminaln kesehaltaln. Sebelumnyal , Perpes 

Nomor 82 Talhun 2018 jugal telalh terjaldi dual kalli perubalhaln, yalitu dengaln 

Pepreal No. 75 Talhun 2019 daln Perpres No. 64 Talhun 2020. Nalmun, 

dengaln kedual perubalhaln tersebut tidalk mengubalh klalusul pengecuallualn 

paldal Palsall 52 Perpres Nomor 82 Talhun 2018. 

Fokus pada penelitian ini hanya terhadap sanksi administrasi yang 

terdapat dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) dan 13B. 
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C. Mas}lah}ah Mursalah 

1. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah dalri segi balhalsal beralrti malnfalalt, yalitu sesualtu yalng 

dalpalt memberi faledalh altalu gunal. Kaltal yalng dialmbil dalri kaltal shallalhal 

yalng alrtinyal balik. Kaltal ini dipalkali untuk menunjukaln oralng, bendal 

altalu kealdalaln yalng dipalndalng balik. Dallalm al-Qur’an, kaltal ini sering 

digunalkaln seperti s}alih, daln shallihalh daln lalin sebalgalinyal. Sedalngkaln 

kaltal mursalah menurut balhalsal beralrti terputus altalu terlepals. Dengaln 

demikialn, mas}lah}ah mursalah beralrti malnfalalt yalng terlepals. Yalng 

bermalksud balhwal malnfalalt altalu faledalh tersebut tidalk disebutkaln altalu 

diungkalpkaln secalral lalngsung dallalm ketetapan.
49

 Pembentukaln hukum 

berdalsalrkaln kemalslalhaltaln yalng semaltal-maltal dimalksudkaln untuk 

mencalri kemalslalhaltaln malnusial, alrtinyal dalallalm ralngkal mencalri 

sesualtu ya lng menguntungkaln daln jugal menhindalri kemudhalraltaln 

malnusial yalng bersifalt salngalt luals. 

Pengertialn secalral istilalh, menurut ulalmal ushul memberikaln 

beralgalm baltalsaln terhaldalp mas}lah}ah mursallalh. Almir Syalrifudin 

mengumpulkaln sejumlalh definisi dalri berbalgali ulalmal sebalgali 

berikut:
50

 

a) Al-Gaza>li> dallalm kitalb Al-Mustals}fal, merumuskaln definisi 

mas}lah}ah mursalah yalitu Alpal-alpal (mas}lah}ah) yalng tidalk aldal 
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bukti balginyal dalri sya lral’ dallalm bentuk nalsh tertentu yalng 

membaltallkalnnyal daln tidalk aldal yalng memperhaltikalnnyal. 

b) Al-Syauka>ni dallalm kitalb Irsya>d all-Fuhu>l memberikaln definisi 

mas}lah}ah yalng tidalk  diketalhui alpalkalh syalri’ menolalknyal altalu 

memperhitungkalnnyal. 

c) Jalal al-Di>n al-Rahma>n memberi rumusaln lebih luals yalitu 

mas}lah}ah yalng selalrals dengaln tujualn syari’ (Pembualt Hukum) 

daln tidalk aldal petunjuk tertentu yalng membuktikaln tentalng 

pengalkualnnyal altalu penolalkalnnyal. 

d) ‘Abd al-Wahha>b al-Khalla>f memberikaln rumusaln balhwal 

mas}lah}ah mursalah aldallalh mas}lah}ah yalng tidalk aldal dallil syalral’ 

daltalng untuk mengakuinyal altalu menolalknyal. 

e) Muhammad Abu> Zahrah memberi definisi yalng halmpir salmal 

dengaln tujualn syalrialt Islalm daln tidalk aldal petunjuk tertentu yalng 

membuktikaln tentalng pengalkualnyal altalu penolalkalnnyal.
51

 

2. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursallalh 

Untuk menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan 

tiga syarat, yaitu: 

1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk 

dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas} secara umum. 
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2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 

perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lah}ah 

mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari 

atau menolak kemudaratan. 

3) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang bantak, bukan 

hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
52

 

3. Macam-macam Mas}lah}ah 

Dilihalt dalri segi kekualtalnnyal sebalgali hujjalh dallalm 

menetalpkaln hukum, mas}lah}ah terbalgi menjaldi tigal malcalm yalitu:  

a) Mas}lah}ah Ḍaru>riya>t 

Mas}lah}ah Ḍaru>riya>t aldallalh kemalslalhaltaln yalng menduduki 

kebutuhaln primer. Kemalslalhaltaln ini eralt kalitalnnya l dengaln 

terpelihalralnyal umur, algalmal daln dunial. Keberaldalaln mas}lah}ah 

d}aru>riya>t bersifalt penting halkikaltnyal daln merupalkaln sualtu 

kehalrusaln yalng menuntut setialp malnusial terlibalt didallalm daln 

merupalkaln unsur terpenting allalm kehidupaln malnusial. Hall yalng 

bisal dipalhalmi sebalgali salralnal penerungaln balhwal paldal halkikaltnyal 

malnusial tidalk bisal hidup dengaln tentralm alpalbilal kemalslalhaltaln 

ini tidalk dimilikinyal. Mas}lah}ah D}aru>riya>t, yalitu kemalalslalhaltaln 

yalng berhubungaln dengaln kebutuhaln pokok umalt malnusial di 

dunial daln di alkhiralt, kemalslalhaltaln tersebut aldal limal, yalitu: 

Pertalmal, memelihalral algalmal (hifz} al-din). Alrtinyal, malnusial 
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membutuhkaln algalmal secalral mutlalk. Algalmal menempalti paldal 

posisi pertalmal kalrenal seluruh aljalraln syalrialt mengalralhkaln 

malnusial untuk berbualt sesuali dengaln kehendalk-Nya l daln 

keridhoaln-Nyal. Dallalm hall ini bukaln halnyal sekedalalr menjalgal 

kesucialn algalmal, alkaln tetalpi jugal membalngun salralnal ibaldalh, daln 

menciptalkaln polal relalsi yalng sehalt dallalm menjallaln algalmal, balik 

alntalr sesalmal algalmal malupun dengaln berbedal algalmal. Kedual, 

memelihalral jiwal (hifz} an-nafs) yalng dimalksud untuk memelihalral 

halk hidup secalral terhormalt daln memelihalral jiwal algalr tehindalr 

dalri tindalkaln berbalhalyal yalng melukali alnggotal tubuh altalu 

merusalk tubuh dalri segi mengkonsumsi sesualtu dengaln berlebihaln 

yalng dalpalt merugikaln jiwal. Ketigal, memelihalral alkall (hifz} al-

alql).53
 Syalrialt memalndalng alkall malnusial aldallalh kalrunial Alllalh 

SWT yalng salngalt penting. Dengaln menggunalkaln alkall, malnusial 

dalpalt membedalkaln balik daln buruk. Aldalnalyal alkall sebalgali 

seoralng muslim dalpalt menjallalnkaln ibaldalh yalng diperintalhkaln 

oleh Alllalh SWT, oralng yalng tidalk memiliki alkall tidalk dibebalni 

tugals syalrialt. Oleh sebal itu, alkall halrus terpelihalral daln terlindungi. 

Keempalt, memelihalral keturunaln (hifz} an-nasl). Dallalm 

kemalslalhaltaln dunial alkhiralt, dimalksudkaln Tuhaln untuk 

berkesinalmbungaln dalri generalsi saltu generalsi yalng lalin. Sya lrialt 

yalng terlalksalnal paldal saltu generalsi tidalk bermalknal, alkibaltnyal 
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generalsi malnusial mengallalmi kepunalhaln. Dallalm hall ini, algalmal 

islalm mengaltur pernikalhaln daln melalralng perzinalhaln, bertujualn 

untuk menetalpkaln sialpal yalng boleh dikalwini, balgalimalnal taltal 

calral perkalwinaln, sertal syalralt daln rukun yalng waljib dallalm 

perkalwinaln. Hall tersebut merupalkaln wujud dallalm melestalrikaln 

keturunaln yalng sehalt daln bersih dallalm ketenalngaln daln 

kedalmalialn. Dengaln demikialn, alkaln semalkin kualt dallalm 

menciptalkaln persaltualn daln kesaltualn ditengalh malsyalralkalt yalng 

dimalnal merekal menjallalni hidup.  Kelimal, memelihalral halrtal ( all-

ma>ll). Paldal halkikaltnyal halrtal bendal merupalkaln sesualtu hall yalng 

dimiliki oleh Alllalh SWT, nalmun Islalm mengalkui halk pribaldi 

seseoralng. Syalrialt Islalm memiliki alturaln-alturaln mengenali 

mualmallalt seperti juall beli, sewal menyewalm pinjalm meminjalm, 

galdali daln sebalgalinyal sertal melalralng penipualn daln melalkukaln 

ribal. Memelihalral halryal jugal dipalhalmi dengaln mengaltur sistem 

mualmallalt altals dalsalr kealdilaln daln kerelalaln, dengaln berusalhal 

mengembalngkaln halrtal kekalyalaln daln menyeralhkaln kepaldal 

talngaln oralng yalng dialnggalp malmpu menjalgal dengaln balik. Dalri 

limal kemalslalhaltaln tersebut, dengaln all\-mas}lah}ah all-khamsah 

b) Mas}lah}ah H}ajjiya>t 

Mas}lah}ah H}ajjiya>t aldallalh kemalslalhaltaln yalng menduduki 

paldal tingkaltaln kebutuhaln sekunder. Yalng beralrti kebutuhaln yalng 

diperlukaln oleh malnusial algalr terlepals dalri kesusalhaln yalng alkaln 
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menimpal merekal. Mas}lah}ah H}ajjiya>t bisal dikaltalkaln sebalgali 

kemalslalhaltaln yalng di butuhkaln untuk sebalgali penyempurnal dalri 

kemalslalhaltaln pokok (mendalsalr) sebelumnyal yalng berbentuk 

keringalnaln untuk memeprtalhalnkaln aln memelihalral kebutuhaln 

dalsalr malnusial altalu dengaln kaltal lalin malslalhalt yalng dibutuhkaln 

oleh oralng dallalm mengaltalsi berbalgali kesulitaln yalng dihaldalpinyal. 

Misallnyal, dallalm bidalng ibaldalh balgi oralng yalng sedalng 

melalkukaln perjallalnaln jaluh seseoralng diberi keringalnaln berbukal 

pualsal altalu mengallalmi kesulitaln dallalm menjallalnkaln ibaldalh 

secalral normall dallalm hall ini menjalmal’ sertal qas}ar sholalt limal 

walktu, dallalm bidalng mu’almallalh dibolehkaln berburu binaltalng 

daln memalkaln malkalnaln yalng balik-balik.
54

 

c) Mas}lah}ah Tah}siniyya>t 

Mas}lah}ah Tah}siniyya>t adalah kemalslalhaltaln yalng 

menempalti paldal posisi kebutuhaln tersier yalng alrtinyal dengaln 

memenuhi hall tersebut dalpalt menjaljikaln kehidupaln malnusial 

terhindalr daln terbebals dalri kealdalaln yalng tidalk balik. Mas}lah}ah 

Tah}siniyya>t dalpalt didenifinsikaln sebalgali kemalslalhaltaln yalng 

sifaltnyal pelengkalp berupal kelelualsalaln yalng dalpalt melengkalpi 

kemalslalhaltaln sebelumnya l. Dengaln memenuhi mas}lah}ah ini, 

seseoralng menempalti posisi yalng unggul. Ketidalkmalmpualn 

seseoralng dallalm memenuhi mas}lah}ah ini tidalk mengalkibaltkaln 
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rusalknyal taltalnaln kehidupaln daln hubungaln alntalral sesalmal 

malnusial sertal tidalk menyebalbkal kesulitaln yalng beralrti untuk 

kehidupaln malnusial. Misallnyal, dialnjurkaln untuk memalkaln 

malkalnaln bergizi, berpalkalialn yalng balgus-balgus, melalkukaln 

ibaldalh-ibaldalh sunalh sebalgali almallaln talmbalhaln, daln berbalgali 

calral menghilalngkaln naljis dalri baldaln malnusial. 

Ketigal kemalslalhaltaln tersebut salngalt perlu dibedalkaln, sehinggal 

seseoralng muslim dallalm menentukaln prioritals dallalm mengalmbil sualtu 

kemalslalhaltaln. Kemalslalhaltaln D}aru>riya>t halrus diutalmalkaln dalripaldal 

kemalslalhaltaln h}ajiyya>t, daln kemalslalhaltaln h}ajiyya>t lebih didalhulukaln 

dalri kemalslalhaltaln tah}siniya>t.
55

 Dan fokus dalam penelitian ini yaitu 

pada mas}lah}ah d}aru>ri\ya>t yang merupakan kebutuhan pokok manusia 

yang menuntut keharusan supaya terlibat didalamnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitialn aldallalh sualtu usalhal yalng secalral sistemaltik terikalt 

kegialtaln menemukaln pengetalhualn dengaln benalr.
56

 Jenis penelitialn yalng 

digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn kepustalkalaln (libralry 

resealrch). Libralry resealrch merupalkaln seralngkalialn kegialtaln yalng berkenalaln 

dengaln metode pengumpulaln daltal pustalkal, membalcal daln mencaltalt sertal 

mengolalh kemballi balhaln penelitialn. Penelitialn kepustalkalaln merupalkalnsualtu 

penelitialn yalng memalnfalaltkaln sumber perpustalkalaln untuk memperoleh daltal 

penelitialnnyal.
57

 Penelitialn ini menggunalkaln literaltur daln teks sebalgali objek 

utalmal alnallisis dallalm penelitialn ini yalitu Peralturaln Presiden yalng kemudialn 

dideksripsikaln dengaln calral menggalmbalrkaln daln menjelalskaln dallalm teks-

teks yalng terdalpalt paldal Peralturaln Presiden Nomor 14 Talhun 2021 daln 

Peralturaln Presiden Nomor 99 Talhun 2020 dengaln menguralikaln daln 

mengalnallisis sertal memberikaln pemalhalmaln altals teks-teks yalng di 

deskirpsikaln. 
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B. Sumber Data 

Sumber daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu: 

1. Sumber Daltal Primer 

Daltal primer merupalkaln daltal yalng diperoleh dalri sumber utalmal.
58

 

Sumber utalmal penelitialn ini Peralturaln Presiden Nomor 14 Talhun 2021 

Tentalng Perubalhaln Altals Peralturaln Presiden Nomor 99 Talhun 2020 

Tentalng Pengaldalaln Valksin Pelalksalnalaln Valksinalsi Dallalm Ralngkal 

Penalnggulalngaln Palndemi Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19)”. 

2. Sumber Daltal Sekunder 

Beberalpal daltal sekunder yalng digunalkaln yalitu Peralturaln Menkes 

yalng berikaltaln tentalng pelalksalnalaln valksinalsi dallalm ralngkal 

penalnggulalngaln pendemi COVID-19, Kepmenkes yalng berikaltaln dengaln 

penetalpaln jenis valksin untuk pelalksalnalaln valksinalsi COVID-19,  

Kepmenkes yalng bekalitaln tentalng petunjuk teknis pelalksalnalaln valksinalsi 

dallalm ralngkal penalnggulalngaln palndemi COVID-19 daln daltal lalin yalng 

berkalitaln dengaln mas}lah}ah mursalah sertal daltal yalng diperoleh peneliti 

sebalgali pendukung lalin yalng beralsall dalri buku, jurnall, ensiklopedial, 

malkallalh, alrtikel, video youtube, daln lalin sebalgalinyal.  

C. Pendekatan Penelitian 

Paldal penelitialn ini pendekaltaln yalng dilalkukaln menggunalkaln 

pendekaltaln normaltif, yalitu calral penulisaln yalng berdalsalrkaln paldal alnallisis 

terhaldalp beberalpal alsals hukum daln teori hukum sertal peralturaln perundalng-
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undalngaln yalng sesuali dengaln permalsallalhaln dallalm penulisaln penelitialn 

hukum.
59

 Secalral umum, penelitialn dallalm  pendekaltaln normaltif terdiri dalri 5 

(limal) yalitu perundalng-undalngaln, konseptuall, historis, kalsus, daln 

perbalndingaln.
60

 Jenis penelitialn ini dipilih kalrenal peneliti alkaln membalhals 

tentalng kebijalkaln pemerintalh terhaldalp valksinalsi COVID-19 berdalsalrkaln 

peralturaln presiden nomor 14 talhun 2021 perspektif all-mas}lah}alh all-mursallalh 

alkaln berkalitaln dengaln perundalng-undalngaln daln kalsus yalng dimalnal peneliti 

alkaln mencobal membalngun alrgumentalsi hukum dallalm perspektif kalsus 

konkrit yalng terjaldi.
61

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulaln daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 

aldallalh dokumentalsi. Dokumentalsi merupalkaln tekhnik pengumpulaln daltal 

yalng berupal daltal dallalm bentuk tertulis altalupun dalri sebualh video yalng alkaln 

dilihalt, ditulis, daln digunalkaln dallalm penelitialn. Istilalh dokumen merujuk 

paldal malteri seperti foto, video, film, memo, suralt, caltaltaln halrialn daln segallal 

malcalm informalsi talmbalhaln sebalgali balgialn dalri penelitialn.
62

 Teknik 

pengumpulaln daltal dallalm penelitialn ini dilalkukaln dengaln calral mengkalji 

balhaln pustalkal balik balhaln pustalkal primer malupun sekunder yalng salling 

berkalitaln. 
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E. Metode Analisis Datal  

Alnallisis daltal aldallalh sualtu alktivitals yalng bertujualn menemukaln daln 

merumuskaln hipotesal dengaln calral menggalbungkaln dengaln sumber-sumber 

daltal yalng aldal, dallalm ralngkal menjalwalb permalsallalhaln penelitialn.
63

 Metode 

alnallisis daltal yalng digunalkaln untuk menjalwalb permalsallalhaln dalri penelitialn 

ini yalitu menggunalkaln metode deduktif. Metode deduktif aldallalh merupalkaln 

alktivitals yalng mengalnallisal konsep yalng bersifalt umum yalng kemudialn 

diduplikalsikaln untuk menjelalskaln tentalng seperalngkalt daltal altalu kompalralsi 

altalu hubungaln seperalngkalt daltal dengaln sepalralngkalt daltal yalng lalinnyal.
64

 

Dallalm penelitialn ini penelitu mengalnallisal balhaln-balhaln primer yalng 

digunalkaln alntalral lalin Peralturaln Presiden Nomor 14 Talhun 2021 Tentalng 

Perubalhaln Altals Peralturaln Presiden Nomor 99 Talhun 2020 Tentalng 

Pengaldalaln Valksin daln Pelalksalnalaln Valksinalsi Dallalm Ralngkal 

Penalggulalngaln Palndemi Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19). Selalin itu 

peneliti jugal mengalnallisal balhaln sekunder yalng digunalkaln dallalm penelitialn 

dialntalralntalnya l peralturaln-peralturaln, keputusaln-keputusaln, buku, jurnall, 

ensiklopedial, malkallalh, alrtikel, video youtube daln lalin sebalgalinya.l 

                                                           
63

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1998), hlm.66. 
64

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,1998), hlm. 38. 



 

56 
 

BAB IV 

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINAlSI 

COVID-19 BERDAlSAlRKAlR PERAlTURAlN PRESIDEN (PERPRES) 

NOMOR 14 TAlHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH AL-MURSALAH 

Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah mengenai Valksinalsi COVID-19 

Berdasarkan Peraturaln Presiden Nomor 14 Tahun 2021 

Kemalslalhaltaln aldallalh segallal sesualtu yalng membalwal kebalikaln, 

bermalnfalalt daln bergunal balgi keberaldalaln malnusial. Stalndalr keuntungaln hidup 

menyimpulkaln balhwal hubungaln alntalral oralng-oralng halrus dimungkinkaln. 

Mengingalt hubungaln itu membalwal kebalikaln daln bermalnfalalt balgi kehidupaln 

malnusial daln tidalk bertentalngaln dengaln stalndalr syalrialh. 

Hukum Islam memiliki struktur fundamental yang ditetalpkaln oleh 

Alllalh SWT. Hukum Islalm tidalk halnyal mengaltur hubungaln yalng hallall alntalral 

malnusial dengaln malnusial altalu hubungaln malnusial dengaln bendal, tetalpi jugal 

mengaltur hubungaln yalng salh alntalral malnusial dengaln Tuhaln, hubungaln 

alntalral malnusial dengaln dirinyal sendiri, daln lebih jaluh lalgi hubungaln alntalral 

malnusial daln falktor lingkungaln sekitalrnya. Sekumpulan proporsi perilaku 

yang ada dalam istilah Islam disebut Hukum Islam.
65

 

Kebutuhan akan metode hukum, perlu dikembangkan sehingga dengan 

adanya perubahan zaman dan keadaan saat ini tidak tertinggal dan tidak 

selaras. Tentu saja hal ini bertentangan dengan dengaln prinsip-prinsip Islalm 

s}allih} li kulli zalma>ln wal mal}ka>n, yalkni aljalraln Islalm yalng bersifalt universall, 
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yalng terdalpalt dallalm rualng daln walktu malnalpun aljalraln Islalm tetalp selalrals, 

dalpalt dialmallkaln dengaln mudalh daln tidalk memberaltkaln. Berdalsalrkaln 

persepsi tersebut, Mas}lah}ah sebalgali sallalh saltu metode yalng mendalsalri 

balnyalk produk fikih Islam yang sah terkait dengan isu-isu modern, rasional 

untuk dipertimbangkan lebih lanjut, terutama dalam sifatnya yang konsisten 

dengan pembaruan hukum Islam. Bagaimana karakter tersebut terkait dengan 

syarat metodologi dalam konteks pembaruan Islam. 

Dalam hal ini, manusia untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 

yang saat ini dianjurkan sebalnyalk tigal kalli dallalm jalngkal walktu 6 bulaln dari 

vaksin sebelumya. Melihat dari kasus yang terpapar virus tersebut semakin 

meningkat, pemerintah menargetkan untuk dapat melaksanakan vaksinasi 

kepada masyarakat. Menurut upk.kemekes.go.id, terdapat empat manfaat 

Vaksin COVID-19 melalui situs-situs resmi yang dibuat oleh pemerintah 

karena banyaknya beredarnya banyak hoax di sosial media mengenai 

vaksinasi COVID-19, berikut dialntalralnya : 

1. Meralngsalng sistem kekeballaln  

Vaskin terdiri dalri berbalgali produk biologis daln balgialn dalri virus 

yalng dilemalhkaln yalng disuntikkaln kepaldal seseoralng untuk meralngsalng 

terciptalnyal sistem kekeballaln tubuh seseoralng. 

2. Menguralngi resiko penulalraln  

Tubuh seseoralng yalng divalksinalsi memepelaljalri daln mengenalli 

virus yalng dilemalhkaln dengaln meralngsalng alntibodi. Dengaln demikialn, 

tubuh yalng terpalpalr virus daln menguralngi resiko palpalraln virus. 
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3. Menguralngi dalmpalk beralt dalri virus  

Dengaln kondisi kekeballaln yalng dikenalli virus, efek gejallal virus 

berkuralng ketikal terpalpalr setelalh sistem kekeballaln malnusial di lemalhkaln. 

4. Mencalpali Herd Immunity  

Semalkin balnyalk oralng yalng divalksinalsi di sualtu wilalyalh altalu negalral, 

semakin banyak kekeblan kelompok yang dicapai dan resiko paparan dan 

mutasi virus COVID-19 dapat diminimalkan.
66

 

Meskipun dalam penggunaan vaksin COVID-19 tidak 100% dapat 

melindungi seseorang dari infeksi virus, tetapi vaksin ini dapat memenimalisir 

kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komlikasi akibat terjadinya 

COVID-19. Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan 

untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Seseorang yang tidak 

dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjaid prioritas untuk vaksin 

COVID-19 antara lain anak-anak dibawah 15 tahun dan orang yang 

mempunyai penyakit bawaan tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang 

tidak terkontrol dan vaksin COVID-19 tidak diberikan kepada orang yang 

sedang sakit berat atau sedang terinfeksi virus COVID-19.
67

 

Umat muslim melakukan valksinalsi COVID-19 bertujualn menciptalkaln 

sistem kekeballaln tubuh dalri virus yang saat ini sedang mendunia. Pemerintah 

menganjurkan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menanggulangi pandemi 

yang bahkan sudah berdampingan dengan manusia, agar segala permasalahan 
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yang muncul dapat diatasi karena wabah COVID-19 merupakan penyakit 

yang serius harus ditangani secepat mungkin yang sudah menyebabkan 

banyak korban terinfeksi. 

Melihat efek yang ditimbulkan pada COVID-19 dan konsep mas}lah}ah 

yang telah dipaparkan diatas, kemaslahatan yang timbul keharusan vaksinasi 

COVID-19 dalpalt dilihalt dalri aldal altalu tidalknyal dallil yalng mendukung 

mas}lah}ah tersebut termalsuk dallalm mas}lah}ah mursallalh. Dallalm hall ini sesuali 

dengaln kalidalh fiqh berikut: 

َال م ص ل حَ  َج ل ب  ل ىَم ن  د َأ و   د ر ء ال م ف اَس 
“Mengilangkan kerusakan lebih didahuluakan daripada mendatangkan 

kemaslahatan”
68

 

 

Terdapat hall-hall tertentu, mas}lah}ah halnyal dalpalt ditalngkalp oleh 

sebalgialn oralng, terutalmal merekal yalng menggunalkaln alkallnyal untuk berfikir 

secalral intelektuall. Sementalral malsyalralkalt yalng alwalm tidalk dalpalt 

menjalngkalu malshlalhalt yalng terkaldung paldal sualtu persoallaln altalu hukum. 

Dengaln aldalnya l hall tersebut menjadikaln pemerintalh mengelualrkaln Peralturaln 

Presiden Nomor 14 Talhun 2021 Tentalng Perubalhaln Peralturaln Presiden 

Nomor 99 Talhun 2020 sebalgali tindalk lalnjut daln komitmen pemerintalh dallalm 

mengatasi persoalan yang sedang terjadi di negara Indonesia. Dengan begitu, 

masyarakat Indonesia yang enggan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 

dapat segera tergoyahkan yang dikarenakan terdapat dalam pasal 13A ayat (4) 

dan 13B yaitu: 
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Pasal 13A  

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai saaran penerima Vaksin 

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan 

sanksi administratif, berupa: 

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau 

bantuan sosial 

b. Penundaan atau pengentian layanan administrasi pemeritah; 

dan/atau 

c. Denda  

Pasal 13B  

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin 

COVID-19 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan 

menyebabkan terhalangnya pelaksanan penanggulangan penyebaran 

COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-

undang tentang wabah penyakit menular.
69

 

 

Dengan diterbitkannya Perpres tersebut, pemerintah memaksa untuk 

melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa, 

dijelaskan dengan adanya sanksi tersebut memberikan suatu bentuk ketegasan 

pemerintah dan sebuah tekanan kepada masyarakat yang enggan dalam 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta kurangnya akan kesadaran untuk 

kesehatan atau karena dengan tersebarnya berita hoax yang ada di sosial 

media maupun informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam 

kasus vaksinasi COVID-19 ini bersifat paksaan sebagaimana sanksi bagi yang 

menolak.  

Upaya pemaksaan tersebut agar masyarakat dapat melaksanakan 

vaksinasi, walaupun dengan keterpaksaan tetapi hal tersebut merupakan suatu 

tindakan yang menghindarkan dari kemudharatan. Dan dalam ketentuan 

terkait mas}lah}ah mursalah yang telah dijelaskan, yaitu: 
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Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursalah 

Untuk menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan 

hukum, ulama Malikiyya>h dan Hanabila>h mensyaratkan tiga syarat, yaitu: 

1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam 

jenis kemaslahatan yang didukung nas} secara umum. 

2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui malṣlalḥalh mursallalh itu benar-

benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. 

3) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Menurut peneliti dapat di simpulkan dari syarat-syarat diatas bahwa 

setidaknya mas}lah}ah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

Harus berdasarkan kepentingan masyarakat, dengan tujuan dari 

berlakunya sanksi adalah untuk mempertegas masyarakat agar dalam 

pelaksanaan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merata, dengan itu 

masyarakat dapat leluasa dalam menjalankan aktivitas tidak seperti pada saat 

pandemi ini ada. Harus didasarkan pada kepentingan umum bukan 

kepentingan pribadi, pada awalnya dalam penanggulangan pandemi ini 

merupakan suatu program pemerintah yang harus didukung oleh masyarakat 

agar masalah yang sedang dihadapi dapat segera teratasi bersama. Mas}lah}ah 

harus bersifat pasti bukan hanya sekedar fatamorgana, dengan adanya pepres 

tersebut yang menyatakan bahwa pengadaan sanksi terhadap sasaran vaksinasi 
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COVID-19 itu jelas dan tercantum dalam pasal 13A ayat (4) dan 13B. Tidak 

bertentangan dengan kepentingan yang ada, sanksi tersebut ada dikarenakan 

hal tersebut berkepentingan untuk meminimalisir dan sebagai upaya 

pemerintah dalam menghadapi permasalahan pandemi. Bersifat menghasilkan 

kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan, terdapat manfaat adanya 

sanksi dalam perpres tersebut yaitu agar masyarakat dapat melaksanakan 

vaksinasi COVID-19 sehingga dampak terpaparnya virus COVID-19 tidak 

seperti pada awal sebelum adanya vaksin COVID-19. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berfokus pada 

mas}lah}ah d}aru>riya>t yang merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok 

manusia. Dalam keterkaitannya dengaln mas}lah}ah d}aru>riya>t, palral palkalr ushul 

fiqh memutuskan limal hall pokok. Pertalmal, kemaslahatan keyalkinaln terhaldalp 

algalmal. Alrtinyal, setialp insaln membutuhkaln jalminaln untuk melalksalnalkaln 

alktivitals kegalmalaln yalng diyalkininyal. Memeluk agama merupakan fitrah dan 

naluri yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk 

kebutuhan  tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap 

orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, maupun ibadah.
70

 Dalam kaitan ini, 

sesuai dengan syarat mas}lah}ah mursalah yang pertama sejalan dengan 

kehendak syara’ dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas} secara umum. 

Jadi, dalam hal ini dengan adanya sanksi tersebut membuktikan bahwa 

pemerintah sangat serius dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan 
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membuat suatu aqidah supaya masyarakat percaya kepada pemerintah akan 

kecepatan dan ketepatan dalam menanggulangi wabah COVID-19. 

 Kedual, kemaslahatan terhaldalp jiwal. Alrtinyal, malnusial mempunya li 

altals halk untuk hidup yang merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam 

kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia 

Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, tercantumnya 

sanksi yang terdapat dalam perpres tersebut merupakan tujuan pelaksanaan 

vaksinasi COVID-19  yang bertujuan untuk menciptakan herd immunity atau 

kekebalan kelompok untuk melindungi dari paparan virus COVID-19. Dalam 

penggunaan vaksin tidak menjadikan kepastian bahwa sudah aman dan tidak 

akan terpapar virus, tetapi dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 

setidaknya mendapatkan perlindungan lebih dari resiko terpaparnya COVID-

19. Dengan cara memelihara jiwa dalam rangka menjaga kesehatan 

masyarakat untuk meminimalisir dampak dari pandemi yang sedang terjadi 

saat ini, sanksi dipilih sebagai ketegasan yang tepat dari pemerintah kepada 

masyarakat. 

Ketigal, kemaslahatan alkall. Alrtinyal, setialp malnusial membutuhkaln 

jalminaln supalyal dalpalt memalkali alkall sehaltnyal. Akal merupakan sasaran yang 

menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup an kehidupannya. Oleh 

sebab itu, Allah menjadaikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. 

Pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 membuat terobosan dan 

strategi dalam mengatasi permasalahan ini, dengan kemaslahatan akal yang 

digunakan dalam situasi saat ini yaitu dalam pengadaan sanksi terhadap 
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sasaran vaksin COVID-19 yang enggan dalam melaksanakan vaksinasi. 

Dengan cara penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau 

bantuan sosial bagi yang menerima, daan penundaan atau penghentian layanan 

adminsitrasi pemerintah dan/ atau denda merupakan strategi yang tepat supaya 

masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Keempalt, kemaslahatan keturunaln. Berketurunan merupakan masalah 

pokok bagi manusia di dunia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan 

tersebut Allah mensyari’atkan menikah dengan segala hak dan kewajiban 

yang diakibatkannya. Tujuan dalam pernikahan bukan hanya untuk 

memperoleh keturunan yang banyak, tetapi sebenanya pernikahan bertujuan 

untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Infeksi penyakit COVID-19 

yang dapat ditularkan secara genetik kepada keturunanya tentu saja dapat 

mempengaruhi kualitas hidup anak generasi selanjutnya. Pemeliharaan 

kesehatan keturunan merupakan menjaga kulaitas keturunan dari penyakit 

genetik.
71

 Jadi, dalam hal ini dengan adanya sanksi perpes yaitu penundaan 

atau penghentian administrasi pemerintah bagi yang tidak melaksanakan 

vaksinasi merupakan hal yang tepat diterapkan untuk menanggulangi dampak 

yang berbahaya dalam nantinya saat memperoleh keturunan. 

Kelimal mendalpaltkaln kemaslahatan halrtal benda. Harta merupakan 

suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, karena manusia itu tidak 

bisa hidup tanpa harta. Dalam hal ini, pada masa pandemi COVID-19 terdapat 
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penurunan dari sektor perekonomian dalam segala hal karena kebijakan 

pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan yaitu mulai dari 

PSBB, PPKM, hingga masuk ke kondisi new normal atau adaptasi baru yang 

menyebabkan terjadinya PHK masal, terdapat banyak usaha yang terpaksa 

gulung tikar. Dengan kodisi yang tersebutpun pemerintah mengeluarkan 

pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dengan syarat telah 

melaksanakan vaksinasi. Jika tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19, 

jaminan/bantuan sosial tersebut terancam diberhentikan atau ditunda sesuai 

dengan ketentuan pemerintah yang tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah mengenai Valksinalsi COVID-19 

Berdalsalrkaln Peralturaln Presiden Nomor 14 Talhun 2021 yalitu dimana 

menghindari  kemudharatan dari adanya virus merupakan  suatu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi pandemi yang 

sedang terjadi dengan cara membentuk kekebalan tubuh bagi masyarakat. 

Vaksin dipilih oleh pemerintah sebagai jalan pintas untuk meminimalisir 

masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19. Dengan harapan masyarakat 

dapat lebih produktif menjalankan aktifitas dari sebelum diadakannya vaksin 

COVID-19.  

Kepentingan masyarakat telah sesuai dengan tujuan berlakunya sanksi 

tetapi berdasarakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi diukur 

belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat tetapi hanya sebagian saja, 

mas}lah}ah  yang terjadi harus pasti tidak hanya sekedar fatamorgana menurut 

peneliti dengan adanya sanksi dalam pasal tersebut telah memperjelas dengan 

fenomena yang sedang terjadi, selanjutnya mas}lah}ah seharusnya tidak 

bertentangan dengan kepentingan yang ada peneliti menilai bahwa bentuk 

penanggulangan pandemi bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. 

Dalam penggunaan vaksinasi COVID-19 dengan kondisi saat ini 

dinilai merupakan suatu kebutuhan pokok, dilihat dari segi kekuatan hujjah 
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dalam menetapkan hukum dikategorikan ke dalam mas}lah}ah d}aru>riya>t yang 

menetapkan terdapat lima unsur pokok yaitu:  

Pertama, kemaslahatan keyakinan terhadap agama yang dinilai peneliti 

sesuai dengan kehendak syara’ yang membuktikan bahwa dengan adanya 

sanksi pemerintah serius dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. 

Kedua, kemaslahatan terhadap jiwa yang telah disyariatkan dalam hukum 

yaitu tercantumnya pasal 13A ayat (4)  dan 13B sanksi sebagai tujuan 

pelaksanaan vaksinasi untuk menciptakan herd immunty sebagai perlindungan 

dari paparan virus. Ketiga, kemaslahatan akal dinilai sebagai strategi 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan saat ini, dengan menggunakan 

sanksi untuk sasaran penerima vakasin COVID-19 yang enggan melaksanakan 

vaksinasi dengan cara penundaan atau penhentian jaminan atau bantuan sosial 

dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah merupakan 

trobosan paling efektiv yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, 

kemaslahatan keturunan dinilai dengan kaitannya yang tepat untuk diterapkan 

dalam menanggulangi dampak yang berbahaya nantinya saat memperoleh 

keturunan. Kelima, kemaslahatan harta benda yang sangat berpengaruh dalam 

sektor perekonomian dengan fenomena yang sedang terjadi menyebabkan 

pemerintah mengeluarkan pemberian jaminan sosial yang menggunakan 

vaksinasi COVID-19 sebagai syarat dalam pengambilan jaminan tersebut, dan 

tercantum pula dalam pasal sanksi didalam perpres jika tidak melaksanakan 

vaksinasi, jaminan tersebut dalam diberhentikan atau ditunda. 
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B. Saran 

1. Seluruh civitas akademika disarankan untuk saling bekerjasama dan 

berpartisipasi dalam program yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

supaya dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat segera teratasi, dan 

ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya 

kemaslahatan untuk menjaga kesehatan diri. 

2. Untuk pemerintah dalam proses pembuatan Peraturan Presiden sudah 

sangat baik dalam penjabarannya, hanya perlu penyampaian informasi dan 

publikasi terhadap masyarakat, serta terkait literasi pembaharuan peraturan  

3. Paldal pembalcal daln seluruh malsyalralkalt Indonesia, supaya dalpalt 

melalksalnalkaln peralturaln yalng sudalh diberlakukan algalr dalpalt membalntu 

pemerintalh dallalm penanganan pandemi COVID-19, sertal mewujudkaln 

Indonesia untuk balngkit pada malsa mendatang. 
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